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MOTTO

“Tidak ada sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tidak ada
sesuatu yang mustahil untuk diselesaikan.”

Karena
Oeaits 3 AT L S35 a5 LwdZ Y Cis 5 5555
“dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya

Allah bebas melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan
untuk setiap sesuatu menurut takarannya.” (QS At-Thalag: 3)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranditerasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai
dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan
BersamaMenteri Agamadan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
i Alif Tidak Tidak
dilambangkan dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
N Sa $ es (dengan titik
di atas)
Jm J Je
C
Ha h ha (dengan titik
- di bawah)
& Kha Kh kadan ha

Vi



Dd D De
Zal Z Zet (dengan titik
di atas)
Ra R er
Za Z Zet
Sin S es
Syin Sy esdanye
Sad es (dengan titik
di bawah)
Dad d de (dengan titik
di bawah)
Ta te (dengan titik
di bawah)
Za zet (dengan titik
di bawah)
‘an komaterbalik (di
atas)
Gan G ge

Vi




3 Qaf Q Ki

_‘j Kaf K ka

J Lam L d
Mim M em

¢

R Nun N en
Wau W we

3

A Ha H ha

. Hamzah ¢ apostrof

< Ya Y ye

B. V ocal

Vokal bahasa Arab, seperti voka bahasa
Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan
vokal rangkap atau diftong.
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1. Voca Tungga
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya
berupa tanda atau harakat, tranditerasinya sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin
. Fathah a
Kasrah i
5 Dammah u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya
berupa gabungan antara harakat dan huruf,
trandliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut;
Hur uf Nama Hur uf Nama
Arab Latin
. d Fathah dan a adanu
e ya
. 3 Fathah dan au adanu
wau
Contoh:
- X kaaba
- & fada




- K suila
- G kafa
- Jy— haula
Maddah

Maddah atau voka panjang yang lambangnya
berupa harakat dan huruf, trangliterasinya berupa huruf
dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin
e i Fathah dan alif a
atauya
e Kasrah dan ya 1
3 Dammah dan wau il
Contoh:
- Je qala
- rama
-2 qila
- j;b yaqilu

Ta’> Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup
X



Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat
harakat fathah, kasrah, dan dammah, tranditerasinya
adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat
sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti
oleh kata yang menggunakan kata sandang a serta
bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu
ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- JUb¥1&%%;  raudah al-atfal/raudahtul atfal
- :)3.,!;) LA.«J\ a-madmah a-munawwarah/

a-madinatul munawwarah

o

. sl talhah

E.  Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab
dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau
tanda tasydid, ditranditerasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

itu.

Contoh:

- )5 nazzala
SN al-birr
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F. Kata Sandang
Kata sandang dalam distem tulisan  Arab
dilambangkan dengan huruf, yaitu J/, namun dalam
trangdliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiya

Kata sandang yang diikuti oleh huruf
syamsiyah ditranditerasikan sesuai  dengan
bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf
yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Katasandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf
gamariyah ditrandliterasikan dengan sesual
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah
maupun gamariyah, kata sandang ditulis terpisah
dari katayang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanpa sempang.

Contoh:

- B arrgulu
- (;LaJ\ al-galamu
- L3 asy-syamsu
- M ajalalu

G. Hamzah
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Hamzah ditranditerasikan sebagai apostrof.

Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak
di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terl

etak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.
Contoh:

A6 ta’khuzu

fe  syal’un
130 anrnau’u
Q) inna

H. Penulisan K ata

Pada dasarnya setigp kata, baik fail, ism

maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu
yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau

har

kat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

l. Hur

4

G 440 bl :3\ 5 Wa innallaha lahuwa khair
ar-raziqin/ Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
Bl 3 BEZE A& o Bismillahi majreha wa

mursaha

uf Kapital
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Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf
kapital tidak dikenal, dalam trandliteras ini huruf
tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
seperti apa yang berlaku dalam EY D, di antaranya: huruf
kapital digunakan untuk menuliskan huruf awa nama
diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan
huruf kapital tetap

Contoh:

- HuJWi &g 4 Xadi Alhamdu lillahi  rabbi  al-
“alamin/ Alhamdu lillahi rabbil "alamin
- e o~ Ar-rahmanir  rahim/Ar-rahman  ar-

rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah
hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang
lengkap. Demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang
dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- e j}:& % Allaahu gaftirun rahim

- L’w* j}fﬁ\ & Lillahi al-amru jami‘an/ Lillahil-
amru jami an

Tajwid

Xiv



Bagi mereka yang menginginkan kefasihan
dalam bacaan, pedoman trandliterasi ini merupakan
bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tgjwid. Karena
itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai
dengan pedoman tajwid.
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ABSTRAK

Dalam peristiva kehamilan yang terjadi sebelum
perkawinan, anak yang dilahirkan memiliki status anak tidak sah.
Daam hal ini, menjadi permasalahan yang sangat penting untuk
dibahas, karena hal tersebut menyangkut hak dari anak yang lahir
akibat dari kesalahan orang tua. Fenomena tersebut terjadi di
negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam. Penulis
kemudian mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah
berkaitan dengan nafkah anak luar perkawinan. Masalah pokok
dalam penelitian ini ada dua, bagaimana tinjauan yuridis
pengaturan perundang-undangan di Indonesia dan Brunei
Darussalam? Dan menjelaskan persamaan dan perbedaan
keduanya?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan
yuridis normatif (normative legal research) dengan metode
penelitian komparatif. Penelitian ini menggunakan sumber data
sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi
kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Negara Indonesia
dalan pengaturan perundang-undangan secara khusus tidak
menj el askan masalah nafkah, namun apayang dituntut ulamafikih
tentang nafkah telah diakomodir UU Perkawinan dan KHI
tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri. Negara Brunei
Darussalam dalam Undang-Undang Keluarga Islam tahun 1999
dan Laws Of Brunei tahun 2012 tentang nafkah anak tak sah taraf
hanya didapat dari ibu dan keluarga ibu. Indonesia dan Brunei
Darussalam memiliki persamaan dan perbedaan pengaturan, akan
tetapi keduanegaratidak serta mertadalam undang-undang hukum
keluarga tujuannya untuk kemaslahatan bagi umat.

Kata Kunci : Perbandingan, Undang-Undang, Nafkah
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Segala Puji bagi Allah SWT Dzat yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang atas segala karunia-Nya.  Syukur
Alhamdulillahirabbilalamin atas berkat Rahmat, Hidayah, serta
Inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah
(skripsi) yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menanggung Hak
Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Brunei
Darussalam)” tepat waktu.

Shalawat serta Salam, penulis haturkan kepada junjungan
Kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para Shahabat-
Nya, semoga kelak mendapat syafa’atnya, sehingga dapat
berkumpul bersama dengan-Nyadi akhirat kelak Aamiinn.

Alhamdulillah atas segala pertolongan Allah SWT serta
do’a dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini
telah tersdesailkan dengan baik dan lancer. Pendlitian ini
merupakan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata.1 (S.1),
Program Studi Hukum Keluarga Idam, Fakultas Syariah dan
Hukum, UIN Walisongo Semarang. Diharapkan penelitian ini
dapat menjadi kontribusi positif bagi pengemban wawasan
pembaca.

Penulis sadar bahwa apa yang diperoleh dan tersel esaikan
laporan ini tidak semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri,
tetapi banyak pihak yang berkontribusi dalam laporan ini. Oleh
karenaitu, penulisingin mengucapkan terima kasih kepada :
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Dosen yang telah membimbing, mengarahkan penulis agar
menjalankan perkuliahan dengan baik selama awa semester
sampai sekarang;
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8) Besertateman-teman patner seperjuangan, Putri Arini, Wahyu
Dwi Lestari, Muhammad Sahri, 1zzul Mutho’, Devi Ratna
Putri, Nita Rahmawati yang senantiasa menjadi tempat cerita
dan berkeluh kesah bagi penulis;

9) Seluruh Teman-teman penulis KKN Reguler 79 Kelompok 47
yang telah memberikan pelgjaran yang berharga bagi penulis.
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Jazzakumullah khairan katsiran. Semoga bantuan dan dukungan
yang telah diberikan mendapatkan pahala dan hikmah dari Allah
SWT. Dadam pembuatan tugas akhir penelitian, penulis sudah
berusaha dengan baik. Namun, masih banyak kekurangan. Untuk
itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat
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Semarang, 10 Mei 2023
Pendliti,

Nailul Muna Syifa’ul Fuadah
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kehamilan luar perkawinan beberapa
tahun semakin meningkat. Kehamilan remaja memang
menjadi permasalahan yang peik bak di negara
berkembang maupun di negara maju. Ada sekitar 16 juta
perempuan yang berusia 15 sampa dengan 19 tahun
melahirkan setiap tahunnya. Dan diperkirakan meningkat
menjadi 19 juta per tahun pada tahun 2035 dilihat secara
global .!

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) memberikan data laporan
mengenai anak yang lahir di luar perkawinan, Hasto
Wardoyo menekankan pentingnya pendidikan seksual bagi
perempuan terutama bagi remaja perempuan. Ha itu
menyusul temuan 50 ribu anak menikah dini karena
mayoritas hamil di luar nikah. Berdasarkan data Komnas
Perempuan, dispensasi perkawinan anak meningkat 7 kali
lipat sejak 2016. Total permohonan dispensas pada 2021
mencapal 59.709.?

! "Fakta Miris Hamil di Luar Nikah", Media Indonesia, Maret 2022,
https://epaper.mediaindonesia.com/detail /fakta- miris-hamil-diluarnikah, diakses
31 Januari 2023.

2 CNN Indonesia, "Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai
Pengetahuan Rendah", https.//www.cnnindonesia.com/nasional/2023011813311
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BKKBN Jawa Timur melansir data laporan bahwa
ada 15.212 permohonan dispensas pernikahan yang masuk
di Pengadilan dengan 80 di antaranya karena pemohon telah
hamil. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Jawa Tengah
memberikan data dan mencatat ada 11.392 kasus terkait
dispensasi nikah di Jawa Tengah selama tahun 2022.
Sebagian besar faktor yang disebabkan ha tersebut yakni
hamil di luar nikah. Data yang sama juga didapatkan di
Lampung dengan 649 kasus dan kotaBimaNTB 276 kasus.®

Berdasarkan data Good Mention Institute yang
dikutip dalam estability tahun 2022, isu kehamilan yang
tidak diinginkan di Indonesia mencapai 40% antara tahun
2015 hingga 2019. Jumlah tersebut mendekati angka
kehamilan yang tidak diinginkan di Dunia yaitu sebesar
60%. Diangka kehamilan yang cukup besar yaitu 40 persen,
ini merupakan salah satu resiko dari kehamilan yang tidak
direncanakan yaitu anak mengalami stunting.* Tidak hanya
masalah tersebut, dampak anak yang dilahirkan juga

9-20-901969/ri buan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nil ai-pengetahuan-rendah,
diakses 29 Januari 2023.

3 "Kurniasih: Kasus Anak Hamil di Luar Nikah Sudah Darurat", Dewan
Perwakilan Rakyat RI, https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/43062/t/Kurniasih
%3A+KasustAnak+Hamil+di+Luar+Nikah+Sudah+Darurat, diakses 13
Februari 2023.

4 Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat infeksi berulang, dan
kurangnya stimulasi psikososial pada 1.000 hari pertama umur anak yang akan
berdampak pada aspek kesehatan dan psikologis anak. Hal ini berbahaya karena
bisa menimbulkan gangguan fungsi tubuh yang permanen hingga anak dewasa.
Seperti gangguan gizi yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan otak, fisik
dan organ-organ metabolic-nya, yang dapat berkembang secara tidak
optimal.("Mengenal Stunting dan Gizi Buruk. Penyebab, Gegjala, dan Mencegah”,
Kementerian Kesehatan RI, 2018, https://promkes.kemkes.go.id/?p=8486,
diakses 29 Januari 2023.)



memaksa perempuan dan anak menghadapi situasi yang
sulit, seperti halnya nasab anak tersebut juga termasuk
memilih pasangan yang tidak mereka kehendaki®.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, menyampaikan keprihatinannya
menanggapi pemberitaan terkait 3 kota di Indonesia dengan
jumlah pelgjar hamil di luar nikah terbanyak. Meningkatnya
jumlah pelgjar hamil di luar nikah disebabkan karena faktor
yang melatarbelakanginya, mulai dari faktor ekonomi,
sosial, hingga pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih
berlangsung. Strategi Nasiona Pencegahan Perkawinan
Anak (Stranas PPA) 2020 yang dicanangkan Pemerintah
pada Februari 2020 yang bertujuan untuk mengurangi
perkawinan anak dari 10,44 % Tahun 2021 menjadi 6,9%
pada tahun 2030 untuk perempuan usia 20-24 yang menikah
sebelum usia 18 tahun.®

Fenomena kehamilan di luar nikah bukan suatu
perkara yang asing di kebanyakan negara, termasuk negara
Brunel Darussalam. Kehamilan di luar nikah memberi
gambaran bahwa perbuatan zina sedang berkembang luas di
sebabkan oleh berbagai faktor. Di Brunei Darussalam, dan

5 Ellyvon Pranita, "Kehamilan Tak Direncanakan di Indonesia Naik 40
Persen, Berisiko Tingkatkan Stunting”, Kompas.Com, 2022,
https://www.kompas.com/sai ns/read/2022/08/03/130500223/kehamilan-tak-
direncanakan-di-indonesia-naik-40-persen-berisiko-tingkatkan?page=all, diakses
29 Januari 2023.

6 "MENTERI PPPA: Perkuat Komitmen Cegah Perkawinan Anak",
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia, https.//www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3709/menteri-
pppa-perkuat-komitmen-cegah-perkawinan-anak, diakses 29 Januari 2023.



seks pra-perkawinan dilarang sama sekali dalam Islam.
Walaupun Brunei Darussalam merupakan sebuah negara
Islam, jumlah remgja yang terlibat dalam hubungan seks
sebelum perkawinan meningkat setiap tahun. Menurut
statistik, 280 remaja Mudlim di bawah umur 20 tahun dan
yang paling muda berusia 16 tahun di negara ini, hamil
setiap tahun yang berjumlah 1.400 kehamilan remaja dalam
kurun waktu lima tahun terakhir’. Ketika anak yang
dilahirkan dari hasil zina memungkinkan rentan terhadap
adanya penedlantaran anak. Hal tersebut menjadi
permasal ahan yang sangat penting

Seorang perempuan hamil yang mana kehamilan
tersebut terjadi sebelum perkawinan atau melakukan
hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dan
melahirkan seorang anak, anak yang dilahirkan tersebut
memiliki status anak hasil zina. Fenomenatersebut terjadi di
negara Indonesia dan negara Brunei Darussalam.

Berdasarkan fakta peristiwa yang telah terjadi di
atas, titik fokus peneliti dalam melakukan penelitian adalah
bagaimana hak nafkah anak hasil zina dapat menjadi
tanggung jawab kedua orang tuanya memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Perkawinan merupakan hubungan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan yang disatukan melalui

7 DR HJH Mas Nooraini, HJ Mohiddin, dkk, "Faktor Kehamilan Luar
Nikah Dalam Kaangan Remagja di Negara Brunei Darussalam”, in Proceedings
Borneo Islamic International Conference (Majmuah Enterprise, 2022), xii1, 153—
60.



akad ijab gabul yang sah dilakukan sesuai dengan syariat
agama dan tercatat secara hukum yang adef. Keluarga
merupakan lingkungan yang didalamnya memiliki
hubungan darah yang terdiri dari sgjumlah individu,
memiliki hubungan antarindividu, kewgjiban, ikatan, dan
tanggung jawab diantaraindividu tersebut, keluargatercipta
dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan sertamemiliki keturunan.®

Peran ibu sangat penting yaitu mendidik anak,
mengajarkan tentang adab, mental, intelektual, psikologi
sehinggadapat terbentuk kepribadian yang baik didalam diri
sang anak’®. Dan peran anak didalam keluargayakni dengan
belajar dan menghormati orang tuanya. Ini merupakan
fungs dari masing-masing peran anggota keluarga.

Secaraumum anak merupakan sebuah generasi yang
dapat meneruskan kehidupan bangsa, dimana seorang ayah
berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya
mulai dari anak masih kecil sampai baligh (dewasa)'.
Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah anak
kandungnya, dan seorang anak begitu ia dilahirkan di dunia

& "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan',
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974.

9 "Keluarga', Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensikiopedia Bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga, diakses 30 Januari 2023.

10 Heni Kholifatul Ulum, "Peran Ibu dalam Keluarga, Organisasi, dan
Masyarakat”, Kementerian Keluangan Republik  Indonesia, 2021,
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl -denpasar/baca-artikel/14520/Peran-Ibu-
Dalam-K eluarga-Organi sasi-dan-Masyarakat.html, diakses 29 Januari 2023.

11 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer:
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004),
157.



berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik sandang,
papan, pangan dan kebutuhan yang lainnya.

Menurut Hukum Idam, pada dasarnya nasab anak
adalah sah apabila pada awal kehamilan ibu anak dengan
laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan terjadi dalam
ikatan pernikahan yang sah. Untuk mengetahui secara
hukum apakah anak yang dikandung berasal dari suami ibu,
maka dapat ditentukan berdasarkan kehamilan.

Ulama telah sepakat bahwa masa terpendek dari
kehamilan seorang ibu adalah enam bulan. Apabila seorang
perempuan diketahui hamil bukan dari perkawinan yang sah
seperti akibat dari hubungan zina, kemudian dinikahkan
dengan laki-laki yang menghamilinya, serta melahirkan
kurang dari enam bulan dilihat dari waktu perkawinannya
dilakukan, maka anak yang lahir dari rahimnya
kedudukannya hanya menjadi anak sah dari ibunya sgja*.
Dengan demikan, seorang anak mendapat kedudukan nasab
dari kedua orang tuanya.

Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa anak dengan
seorang ibu secara alami telah mempunyai hubungan nasab
dari setigp sisi kelahiran, jika dikaitkan dengan pemenuhan
nafkah anak hasil hubungan luar nikah adalah sah, maka
baik dari hal waris maupun pemenuhan kebutuhan hidup
masing-masing mempunnyai hubungan timbal balik,
Kaitannya dengan anak yang lahir hasil hubungan luar
nikah, ulama sepakat bahwa antara anak dengan seorang

12 Lihat Kompilass Hukum ldam Bab XIV Pasal 100 Tentang
Pemeliharaan Anak, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).



ayah terputus nasabnya, sehingga hak-hak keperdataannya
juga terputus, baik ha waris dan nafkah®*. Hal tersebut
merupakan hubungan nasab seorang anak yang didapatkan
dengan melihat kedudukan anak yang sah dan tidak sah.

Pada intinya anak yang lahir hasil hubungan luar
nikah nasabnya mengikuti ibu, dan bisa mengikuti seorang
ayah apabila dapat dibuktikan sebagai ayah biologis
menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah,
termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya®®.

Orang tua bertanggung jawab memberikan
kebutuhan hak nafkah bagi anak ketika masih dalam
kandungan sampai ia tumbuh dewasa. Adapun hak yang
diperoleh anak terhadap orang tua antara lain hak
mendapatkan identitas (status yang sah), hak mendapatkan
pendidikan yang layak, hak jaminan kesehatan, hak bermain
hingga hak mendapatkan perlindungan, juga dalam hal
menjamin kesamaan bagi setiap anak™.

Indonesia dan Brunel Darussalam merupakan
negara tetangga yang masih satu rumpun yang disebut
dengan rumpun melayu. Selain itu agama dan madzhab

13 Wahbah Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, Ed. In, Fikih Islam
Wa Adillatuhu; Hak-hak Anak, Wasiat, Wakaf dan Warisan, ed. by Abdul Hayyie
al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011).

14 Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 46/PUU-VI11/2010", (Jakarta: Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional), https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan46-puu-viii-
2010(perkawinan).pdf.

15 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Pelindungan Anak.



terbesar yang diikuti oleh negara Indonesia dan Brunei
Darussalam pun sama, Yyaitu agama Idam dengan
mengakomodasi madzhab Syafi’i. Esens dan kesamaan-
kesamaan tersebut tidak membuat adanya kesamaan
mekanisme secara menyeluruh terhadap hukum keluarga
Islam yang berlaku di dua Negara tersebut.’® Salah satunya
yang menjadi pokok pembahasan mengenai nafkah anak.

Dalam merumuskan hukum keluarga, Brunel
Darussalam menggunakan hukum Islam, hukum adat, dan
barat. Pengambilan Hukum Islam sebagai kitab rujukan,
Brunei Darussalam mengadopsi madzhab Syafi'i, selain itu
kedua negara tersebut juga memiliki kesamaan yang dapat
dikatakan berada dalam satu lingkup teritori.

Sebuah hadis disebutkan keutamaan menafkahi
keluarga, hamba sahaya, dosa bagi orang yang menyia-
nyiakan keluarganya dan tidak menafkahi keluarga. Berikut
Kitab Syarah Shahih Muslim.
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16 Ahmad Khoirul Anam, "Application of Muslim Family Law in
Southeast Asia : A Comparison Terj. Penerapan Hukum KeluargaMuslim di Asia
Tenggara : Sebuah Perbandingan”, Jurnal BimasIslam, val. 10, no. 1, 2017, 129—
154.
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“Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb,
dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami
dan lafazh itu milik Abu Kuraib mereka berkata, Waki'
telah memberitahukan kepada kami, dari Sufya dari
Muzahim bin Zufar, dari Mujahid, dari Abu Hurairah
Radhiyalla Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallambersaba "Dinar yang kamu nafkahkan
di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan pada hamba
sahaya, dinar yang kamu sedekahkan kepada orang ya
miskin, dan dinar yang kamu nafkahkan kepada
keluargamu, dan yang lebih besar pahalanya adalah
dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.”
(Syarh Shahih Muslim no. 2308) *’

Bahwa hadis yang agung menunjukan keutamaan
besar penghargaan Idam bagi suami yang menafkahi
anggota keluarganya, termasuk amal infak dan besar pahala
yang diperolehnya. Telah disebutkan, didalam Al-Qur’an
dan hadis bahwa seorang kepala keluarga berkewajiban
memenuhi nafkah kel uarganya secara lahir dan batin.®

Perundang-undangan kedua negara tersebut diteliti
sebagaimana ketentuan hak nafkah bagi anak hasil zina
Indonesia memiliki Kompilass Hukum Idlam, Undang-
undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974, yang

17 1mam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, ed. by Team Darus Sunnah
(Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), 223.

18 Sifa Mulya Nurani, "Relas Hak dan Kewgjiban Suami Istri dalam
Perspektif Hukum Islam”, Al-Syakhsyiyyah Journal of Law and Family Sudies,
vol. 3, no. 1, 2021, 98-116.
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ketentuan tersebut tidak diatur didalamnya, namun Rakernas
Mahkamah Agung RI Tahun 2012 ketentuan hak bagi anak
hasil zina itu muncul, sedangkan negara Brunei Darussalam
memiliki Perintah Darurat (Undang-undang Keluargalsiam)
Brunei yang mengatur tentang ketentuan tersebut. Dari
perudang-undangan kedua negara tersebut terdapat
perbedaan ketentuan dalam memberikan pemenuhan hak
nafkah anak mengenai kewajiban ibu dan ayah biologis.

Atas latar belakang inilah, permasalahan tersebut
penulis perlu meneliti dan mengkaji ulang tentang
pemenuhan hak nafkah kebutuhan anak hasil luar
perkawinan dengan mengangkat penelitian yang berjudul
“Kewajiban Orang Tua Menanggung Hak Nafkah Anak
Yang Lahir di Luar Perkawinan (Studi Komparasi
Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan
Brunei Darussalam)” yang akan membahas mengenai
pengaturan perundang-undangan kedua negara tersebut
tentang kewsgjiban menafkahi anak yang lahir di luar
perkawinan oleh ayah biologisnya.

Rumusan M asalah

Berdasarkan latar belakang di atas, pendliti telah
merumuskan beberapa pokok permasalahan penelitian yang
akan menjadi pembahasan dalam skripsi sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaturan Perundang-undangan di
Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban
orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak hasil zina
menurut tinjauan hukum Islam?
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2. Bagaimana persamaan dan perbedaan tentang
kewajiban orang tuadalam pemenuhan hak nafkah anak
hasil zina dalam Perundang-undangan di Indonesiadan
Brunel Darussalam ?

C. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka
tujuan yang hendak dicapai dadam penelitian ini sebagai
berikut.

1. Mengetahui Pengaturan Perundang-undangan di
Indonesia dan Brunei Darussalam tentang kewajiban
orang tua menanggung hak nafkah anak hasil zina
menurut tinjauan hukum Islam.

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan tentang
kewajiban orang tuadalam pemenuhan hak nafkah anak
hasil zina dalam Perundang-undangan di Indonesiadan
di Brunei Darussalam.

D. Manfaat Pendlitian
Adapun manfaat dari penulisan penelitian ini, dapat
diuraikan sebagai berikut.
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk mengetahui  bagaimana  ketentuan
kewajiban orang tua memenuhi hak nafkah anak
hasil zina di negara Indonesia dan negara Brunei
Darussalam.
b. Untuk memberikan pemahaman tentang
perbedaan dan persamaan antara negara Indonesia
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dan negara Brunei Darussalam tentang kewajiban
pemenuhan hak nafkah anak hasil zina.

C. Sebagai bahan informasi atau referens bagi
kalangan akademisi dan calon pendliti yang akan
melakukan  penelitian  daam  kewdgjiban
pemenuhan hak nafkah bagi anak hasil zina.

d. Sebaga pembelgjaran bagi calon suami dan calon
istri agar melangsungkan perkawinan secara
hukum dan tercatat sebelum ingin mempunyai
anak.

2. Manfaat Praktis

a Sebagai bahan informas dan masukkan bagi
masyarakat.

b. Sebagai bahan pertimbangan belgar untuk
mendapatkan gambaran  sebab-akibat  atau
prosesnya sebuah kehidupan berkeluarga yang
sgjahtera dengan pemenuhan hak nafkah bagi
anak.

c. Bagi &kademis dan praktis hukum untuk
memberi masukkan dan gambaran mengenai
bagaimana kewajiban orang tua memenuhi hak
nafkah anak hasil zina dalam perlindungan hak
anak terpenuhi.

E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan
terhadap penelitian-pendlitian terdahulu yang berkaitan
dengan penelitian seorang peneliti. Disamping untuk
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mengetahui  perbedaan penelitian sebelumnya dengan
penelitian yang akan dilakukan, dan juga menghindari
adanya pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang ada,
peneliti menemukan beberapa penelitian yang pernah
dilakukan yang berkaitan tentang kewgjiban orang tua
menanggung hak nafkah anak yang lahir di luar Perkawinan
di negara Indonesia dan Brunei Darussalam.

Skrips karya Ahmad Firdaus Karimullah (2018),
UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam penelitian skripsi yang
berjudul “Analiss Pandangan Hakim Pengadilan Agama
Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biol ogis Kepada Anak Luar
Nikah Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-
VI11/2010” berisi mengenai perbedaan pandangan hakim-
hakim di Pengadilan Agama Surabaya mengenai nafkah
ayah biologis kepada anak di luar nikah. Diantaranya tidak
menyetujui  karena adanya kata “hubungan perdata”.
Menurut mereka jika adanya batasan-batasan dalam kata
“hubungan perdata” maka bisa diterima oleh masyarakat
termasuk golongan hakim-hakim Pengadilan Agama di
seluruh Indonesia. Adapun yang setuju karena lelaki 1ebih
bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya
terhadap kaum wanita, karena adanya perubahan Undang-
Undang Perkawinan pasal 43 memaksa lelaki untuk
menafkahi anak hasil nikah sirrinya. Metode pendlitian ini
menggunakan kualitatif deskriptif dalam bentuk penelitian
lapangan dengan pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Surabaya dan
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peneliti melakukan penelitian menggunakan studi
dokumentasi.®

Cicha Chalifah Agustin (2019), Universitas Negeri
di Jember, dalam penelitian skrips yang berjudul
“Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Terhadap Hak
Nafkah Dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah
Konstitusi NO.46/PUU-VI11/2010”. Hasil dari pembahasan
dalam skripsi ini adalah Pasca putusan MK No.46/PUU-
VI1I1/2010 anak luar kawin memiliki kedudukan hukum
untuk menuntut hak nafkah dari ayah biologisnya. Menurut
putusan MK No.46/PUU-V111/2010 anak luar kawin harus
membuktikan adanya hubungan darah dengan ayah
biologisnya. Pembuktian oleh anak luar kawin dapat
dilakukan melalui tes DNA.?°

Nellla Dian Fitryana (2020), UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, dalam penelitian skrpsi yang berjudul
“Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum Keduarga
Di Indonesia Dan Brunei Darussalam” berisi Ketentuan
nafkah menurut Undang-Undang yang berlaku bahwa
Indonesia memiliki aturan hukum. Aturan yang menangani
masal ah hukum keluarga di Indonesiayaitu Undang-Undang
no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus tentang hak
dan kewajiban suami isteri pada pasal 30 sampai pasal 34

19 Ahmad Firdaus Karimullah, Analisis Pandangan Hakim Pengadilan
Agama Surabaya Tentang Nafkah Ayah Biologis Kepada Anak, Surabaya: Skripsi
UIN Sunan Ampel Tahun 2018, diakses 3 Februari 2023.

20 Chicha Cholifah Agustin, Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin
Terhadap Nafkah dari Ayah Biologis Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
No.46/PUU-VI1/2010, Jember: Skripsi Universitas Negeri Jember Tahun 2019,
diakses 3 Februari 2023.
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yang sesuai penulis bahas terkait pemenuhan nafkah bagi
suami di Indonesia. Indonesia juga memiliki aturan
Kompilasi Hukum Islam mengenai hak dan kewgjiban
suami isteri yang berada di pasa 78 sampai 80. Aturan
Hukum Brunei Darussalam yaitu Undang-Undang Hukum
Keluargaldlam Brunel Darussalam Tahun 1999 yang secara
spesifik membahas nafkah isteri, anak, dan lain-lain yang
ada di Bahagian VI. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian komparatif dengan menggunakan pendekatan
normative dan library research.

Yessy Meiga Wardhany (2022), UPN Veteran
Jawa Timur, dalam penelitian skripsi yang berjudul
“Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap
Nafkah Anak Hasil Perkawinan Sri Jika Dikaitkan
Dengan Undang-Undang Perlindungan Arak”. Berisi
tentang dasar permasalahan yang dibahas didalam
penyusunan terkait perlindungan hukum terhadap nafkah
anak hasil perkawinan diri jika dikaitkan dengan undang-
undang perlindungan anak agar nafkah anak dapat terpenunhi.
Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui  bentuk
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat
perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini menggunakan
pendekatan studi kasus normatif berupa produk perilaku
hukum.??

21 Neilla Dian Fitriyana, Pemenuhan Nafkah Oleh Suami Dalam Hukum
Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam, Jakarta: Skrips UIN Syarif
Hidayatullah Tahun 2020, diakses 3 Februari 2023.

22 Yessy Meiga Wardhany, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum
Terhadap Nafkah Anak Hasil Perkawinan Sri Jika Dikaitkan dengan Undang-
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Adelia Novita Sabtari Noor (2022), Universitas
Isam Kalimantan MAB, dalam artikel penelitian yang
berjudul “Tinjauan Yuridis Pembuktian Status Anak dan
Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Bawah
Tangan”. Hasil Penelitian ini beriss mengenai upaya
pembuktian status anak dan kedudukan hak waris anak dari
perkawinan di bawah tangan (nikah sirri) menurut Pasal 43
Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari
perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan
kepada ibunya maupun keluarga ibunya. Namun kemudian
Mahkamah konstituss meniadakan hukum tersebut dan
menciptakan hukum yang baru (constitutief), anak yang
dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagal ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi atau aat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan
keluarga ayahnya. Jenis penelitian ini menggunakan
penelitian hukum normatif sebagaimana hanya ditujukan
pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini
sangat erat hubungannya pada studi pustaka yang
membutuhkan banyak data-data yang bersifat sekunder.z

Ramadhita dan Farahi, Ahmad Ramadhita (2016)
dalam Jurna Hukum dan Syariah, UIN Maulana Malik

Undang Perlindungan Anak, Skripsi UPN Veteran Jawa Timur Tahun 2022,
diakses 3 Februari 2023.

23 AdeliaNovita Sabtari Noor, "Tinjauan Y uridis Pembuktian Status Anak
Dan Kedudukan Hak Waris Anak dari Perkawinan Bawah Tangan", 2022, 1-17,
Universitas |slam Kalimantan MAB, diakses 3 Februari 2023.
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Ibrahim, yang berjudul “Keadilan bagi anak luar kawin
dalam putusan Mahkamah Konstitus nomor 46/PUU-
VIII/2010”. Berisi tentang kajian terhadap hak-hak
keperdataan anak di luar perkawinan yang timbul dari
Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 46/PUU-VI11/2010
ditinjau dari aspek keadilan.?*

Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan
penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya, hal ini
dapat dilihat bagaimana penditian sebelumnya beris
tentang bagaimana nafkah anak hasil luar nikah yang
diperoleh dengan cara yang berbeda-beda dan dalam
penelitian ini beris tentang tanggung jawab kedua orang tua
memenuhi nafkah anak jika anak itu tidak sah. Dapat
dibedakan dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian
sebelumnya terkait dengan subjek dan objek penelitian, dan
sikap yang diambil oleh peneliti dalam melakukan penelitian
terhadap penelitian-penelitian sebelumnya adalah dengan
memadukan atau mensintesis penelitian-penelitian yang
sudah ada dengan penelitian yang sekarang akan dil akukan.

F.  Metode Pendlitian
Metode Penelitian merupakan metode ilmiah
dengan memahami objek yang menjadi sasaran yang
menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode
adalah pedoman langkah-langkah seorang ilmuwan

24 Ramadhitadan Ahmad Farahi, "K eadilan Bagi Anak Luar Kawin dalam
Putusan Mahkamah Konstituss Nomor 46/PUU-V111/2010", De Jure: Jurnal
Hukum dan Syari’ah, vol. 8, no. 2, 2016, 74-83, diakses 3 Februari 2023.
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mempelgari dan memahami lingkungan-lingkungan yang
dipahami olehnya. Penelitian menurut Sogono Soekamto
adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode
sistematika dan pemeikiran tertentu, dengan menggunakan
analisanya. Dalam penelitian ini penditi menggunakan
metode penelitian komparatif dengan pendekatan penelitian
yuridis normatif (normative legal research) sebagai berikut.
1. Sumber dan Jenis Data
Sumber data dalam penelitian memiliki 2
macam diantaranya sumber data primer dan sumber
data sekunder. Pertama adalah sumber data primer,
Menurut Sugiyono (2016: 225) Data primer merupakan
sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data. Dalam penelitian ini, karena
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,
maka sumber data primer tidak digunakan. Penelitian
ini menggunakan sumber data sekunder. Hal tersebut
bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena
tidak didapatkan secara langsung®.  Pendliti
memperoleh data secara tidak langsung dari objek
penelitiannya. Dataini berasal dari Rumusan Rakernas,
dokumen-dokumen yang berupa tulisan dan catatan,
jurnal-jurnal penelitian.
Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka
(Library Research), merupakan menelusuri atau

%> sugiono, "Data Sekunder", Universitas Raharja, 2016,
https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/, diakses 29 Januari 2023.
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mengkaji secaralebih mendalam mengenai Perundang-
undangan di negara Indonesia dan negara Brune
Darussalam dengan berbagai buku dan tulisan yang
berkaitan dengan objek yang diteliti, baik dari data
primer mapun dari data sekunder disesuaikan dengan
objek pendlitian yang akan menjadi kajian penelitian®®
2. Teknik Pengumpulan Data
Dalan  pendlitian ini  penditi  akan
melaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang
penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang
peneliti laksanakan diantaranya sebagai berikut.
a. Studi Kepustakaan
Dalam hal ini peneliti memperoleh data
yang berasal dari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, artikel, jurnal-jurna hukum,
website (internet) yang sehubungan dengan
permasalahan yang akan dikgji oleh penditi
sehingga dapat disimpulkan.
b. Dokumentas
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
teknik dokumentasi yang dimana mengumpulkan
data dengan melihat atau mencatat laporan yang
sudah tersedia bersumber dari data-data dalam
bentuk dokumen tertulis.
3. Bahan Hukum

% gukandar Rumidi, Metode Penelitian : Pentunjuk Praktis Untuk
Penelitian Pemula, (Y ogyakarta: Ggjah Mada University Press, 2002), 35.
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Adapun bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier adalah sebagai
berikut :

a Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan
hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
autoritatif yang artinya mempunyai otoritas”’.
Dalan ha ini bahan hukum primer terdiri
peraturan perundang-undangan, catatan-catatan
resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan
perundang-undangan  dan putusan-putusan
hakim?®. Yang digunakan dalam pendlitian ini
yaitu Kompilas Hukum Islam, Undang-Undang
Perkawinan, Undang-Undang Hukum Keluarga
Islam Brunei Darussalam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan
hukum yang dapat membantu menganalisis dan
memahami bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder juga dapat diartikan sebagai publikas
tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum
sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-

27 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2003), 67.
28 Sunggono, Ibid.
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kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-
komentar atas putusan pengadilan?.
Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum
yang merupakan pelengkap yang sifathya
memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
Bahan hukum tersier yang terdapat dalam
penelitianini misalnyakamus hukum, kamus besar
bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Adapun metode andlisis data yang digunakan

peneliti dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut.
a. Komparas

Komparass menurut Soerjono Soekanto
merupakan metode analisi yang dilakukan dengan
meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan
dengan situas atau fenomenayang ingin disel ediki
dan membandingkan satu faktor dengan faktor
lain. Dalam penelitian ini, peneliti
membandingkan  faktor-faktor yang akan
diperlukan diantaranya Pertama, mempelgjari
konsep-konsep yang akan dibandingkan dan
menerangkan menurut sumber-sumber aslinya.
Kedua, memahami konsep-konsep yang akan
dibandingkan dalam tata hukum, dengan

29 | bid.
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memahami pengaruh yang dilakukan terhadap
konsep itu. Ketiga, melakukan penjgjaran konsep
untuk perbandingan. Dalam hal ini peneliti akan
membandingkan Perundang-undangan di
Indonesia dan Perundang-undangan di Brunel
Darussalam terkait dengan kewajiban orang tua
memenuhi hak nafkah anak hasil zina.
b. Studi Literatur
Studi literatur merupakan proses pencarian
dari berbagai hasil kajian atau studi yang akan
berkordlasi dengan penelitian yang akan diteliti
oleh peneliti. Daam penelitian ini, penéliti
mencari judul atau tema bacaan dari berbagai
kajian yang sesuai dengan topik penelitian yang
akan dibahas.

Sistematika Penulisan Skrips

Daam sistematika pembahasan skripsi ini melipuiti
lima bab, anatar lain secaraglobal sebagai berikut.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini beris
tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar
belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang hak
nafkah anak. Bab ini merupakan sebagai |andasan teori yang
akan digunakan untuk membahas bab- bab selanjutnya. Bab
ini terdiri dari empat sub yaitu Pertama, pembahasan K onsep
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Nafkah dalam Hukum Idam. Kedua, pembahasan Anak
Luar Perkawinan. Ketiga, pembahasan Magashid Syariah
dalam Hifdzun Nad. dan Keempat, pembahasan mengenai
Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Anak yang
didalamnya mengenai definis orang tua dan kewajiban
menafkahi keluarga.

Bab ketiga adalah gambaran umum mengenai
perundang-undangan di negara Indonesia dan Brunei
Darussalam tentang kewgjiban orang tua memenuhi
kebutuhan anak dan penjelasan tentang hasil zina yang
diatur dalam Undang-Undang. Dan bab ini berisikan
pembahasan materi hak yang diperoleh anak didalam
Undang-undang kedua negara tersebut.

Bab keempat berisi tentang hasil pembahasan yang
menjelaskan pokok permasalahan yang didaamnya
berisikan perbandingan dari kedua peraturan perundang-
undangan di negara Indonesia dan Brunel Darussalam
tentang kewgjiban dari ayah biologis menanggung hak
nafkah anak hasil zina, dan tinjauan yuridis terhadap
pemenuhan hak nafkah anak tidak sah, sertaanalisis penulis.

Bab kelima yaitu Penutup merupakan kesimpulan
dari penjelasan mengenai hasil pemahaman, penelitian dan
pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran yang perlu
sebagal harapan perbaikan, dan penutup.



BAB 1
TINJAUAN UMUM HAK NAFKAH ANAK

A. Konsep Nafkah dalam Hukum Islam

Dalam berumah tangga, suami dan istri mempunyai
tanggung jawab yang berbeda-beda. Diantara tanggung
jawab itu masing-masing memiliki hak dan kewgjiban.
Namun, juga didalam sebuah keluarga keduanya memiliki
tujuan yang sama, yakni membentuk keluarga yang sakinah
mawaddah dan warahmah. sampai pada tingkat tertentu,
sebuah keluarga wajib memberi nafkah oleh yang
bertanggung jawab atas hal tersebut yang di tanggungnya.
Telah di kemukakan Imam Hanafi, yaitu “Setiap keluarga
pada saat mencapai dergjat atau tingkat tertentu berhak di
nafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin,
lemah atau buta dan melarat”. (Bahri, 2015 : 382)

Tujuan dari sebuah keluarga yang harmonis, tentu
diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri
yaitu dengan menempati posis sesuai dengan posisi dan
kedudukan masing-masing, paling tidak pasangan tersebut
harus mengetahui peran dan fungs satu sama lain agar
keduanya saling melengkapi .*

Nafkah merupakan sebuah kebutuhan dan keperluan
yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan,

%0 1bnu Rozali, "Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga dalam Islam",
Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, vol. 6, no. 2, Desember 2017,
189-202.
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pakaian, rumah, dan kebutuhan lainnya. Hukum menafkahi
merupakan kewsgjiban seorang suami, meskipun tidak
dijelaskan berapa besar yang harus dikeluarkan untuk
menafkahi kebutuhan keluarga, sebagaimana dijelaskan
didalam firman Allah SWT berikut.

nd LS st oA .. e 3

& el &) o 5 apaaml ARl 9 il
§7 slco oo (aVa To SN g2 3% sET 208 N &7 217
i&)\ :}";‘W GLG.:\J\; L‘ ‘}1; L\M.QJ i&” g_).;gi ‘}1(/:&” /:L‘\J‘;_

E

\;ai a/“l;:g

z

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah
menurut  kemampuannya. Dan orang yang
disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Kelak
Allah akan memberikan kelapangan sesudah
kesempitan.” (ath-Thaag (65): 7).

Dijelaskan didalam Q.S Ath-Thalaq ayat 7, bahwa
hendaknya seorang suami menafkahi istri yang ditalaknya
dan anaknya sesuai dengan kemampuannya bila rezeki
suami lapang. Barang siapa disempitkan rezekinya atau
yakni dapat disebut miskin, maka hendaknya dia menafkahi
sesua kadar yang Allah berikan. Orang yang miskin tidak
dibebani seperti orang yang mampu, Allah SWT akan
menjadikan kecukupan dan kelapangan sesudah kesempitan
dan kekurangan.®? (Tafsir Al-Muyassar)

81 Quran Kemenag, Al-Quran Terjemah QS. Ath-Thalaq (65) ayat 7,
(Kementerian AgamaRl), https.//quran.kemenag.go.id/.

32 "Terjemah dan Tafsir Surat At-Talag Ayat 7 Arab Latin", TafsirWeb,
https://taf sirweb.com/10987-surat-at-tal ag-ayat-7.html, diakses 3 Februari 2023.
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Daam pemberian nafkah mempunyai dua macam
perbedaan diantaranya, Imam Syafi’i mengatakan, “Bagi
orang miskin dan berada dalam kesulitan maka diberikan
satu mud. Sementara bagi orang yang berada atau mampu
atau berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang
berada diantara kondis keduanya adalah satu setengah mud.
Dan menurut Abu Hanifah, “Bagi orang yang berada dalam
kemudahan, ia harus memberikan tujuh sampai delapan
dirham dalam satu bulannya dan bagi dadam keadaan
kesulitan memberikan empat samapai lima dirham setiap
bulannya.”®

Disebutkan dalam Kitab ar-Raudhah an Nadiyyah,
“Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak
diperlukan adanya ukuran tertentu atau yang disebutkan
adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan
setiap individu. Dimana ada keluarga yang terbiasa dengan
kebutuhan makan hanyaduakali sehari. Di tempat yang lain,
ada keluarga yang membiasakan dengan makan tiga kali
sehari. Dan diantara individu lainnya mempunyai kondis
berbeda. Dari perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran
tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal
yang tidak benar. Selainitu, tidak adaketentuan syariat yang
menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu. 3

3 Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam",
Isti‘dal : Jurnal Studi Hukum Islam, vol. 1, no. 2, 2014, 157-169.

34 Qyaikh Hassan Ayyub, FIKIH KELUARGA : Panduan Membangun
Keluarga Sakinah Sesuai dengan Syariat (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 49.
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Katanafkah berasa dari bahasaArab dari katainfaq,
secara etimologi nafkah berarti membelanjakan. Adapun
menurut ulama figh, Wahbah al Zuhaili mengatakan bahwa
arti nafkah adalah belanja (kebutuhan hidup) yaitu berupa
makanan sgja. Menurut Syaikh lbrahim a Banjuri, kata
nafkah berasal dari kata infaq yang berarti mengeluarkan.
Secara terminologi, menurut beliau dalam hal ini tidak
digunakan kecuali untuk kebaikan.®*® Dengan demikian
nafkah merupakan harta yang diberikan kepada seseorang
yang wagjiib memperolehnya dalam bentuk pakaian,
makanan, dan tempat tinggal. Dalam hal ini penemrima
nafkah yakni istri, wanita hamil yang telah ditalak, orang
tua, anak-anak, maupun hewan peliharaan.

Hukum memberikan nafkah untuk keluarga adalah
wajib bagi seorang suami. Hal ini dapat dilihat Q.S Al
Bagarah ayat 233 sebagai berikut.
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% Dendi Irawan, S. Ag., MH., Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut
Islam, ed. by Dr. Nurhadi M.Sy., MH., M. Pd. (Jakarta: Guapedia, 2021), 21-22.
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“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama
dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan
pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang
tidak  dibebani, kecuali sesuai dengan
kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat
menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya
dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun
seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih
(sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan
musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas
keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu
(kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu
memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.” (Q.S Al-Bagarah (1) : 233) %

Isi kandungan di atas yakni beris mengenai
kewajiban seorang ayah menanggung nafkah lahir dan batin
dengan cara yang makruf.®” Kewajiban ini didasarkan pada
kemampuan memberikan nafkah sesuai  dengan
kesanggupannya dan sesuai dengan kebutuhannya.

B. Anak Luar Perkawinan

36 Quran Kemenag, Al-Quran Terjemah QS Al-Bagarah (1) Ayat 233,
(Kementerian AgamaRil), https://quran.kemenag.go.id/, diakses 3 Februari 2023.

87 "Terjemah dan Tafsir Surat Al-Bagarah Ayat 233 Arab Latin",
TafsirWeb, https://tafsirweb.com/924-surat-al -bagarah-ayat-233.html, diakses 14
Februari 2023.
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Perkawinan memiliki istilah menurut agama ialah
pernikahan, menurut Bahasa kata nikah memiliki arti adh-
dhammu wattadakhul (bertindih dan memasukkan).
Menurut istilah fikih, nikah merupakan suatu akad atau
perjanjian yang mengandung kebolehan seseorang
melakukan hubungan seksual dengan pasangan sah
memaka kata-kata (lafadz) nikah atau taswij. Dengan
demikian nikah adalah suatu akad atau memiliki ikatan
secara sah yang menyebabkan kebolehan bergaul antara
seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling
tolong menolong diantara keduanya serta menentukan batas
hak dan kewagjiban diantara keduanya.®®

Adapun hukum pernikahan, secara umum terjadi
kesepakatan bahwa pernikahan adalah sebuah anjuran dan
pel aksanaannya adalah dinilai ibadah dalam agama Idlam.
Wahbah a-Zuhaily menyimpulkan hukum nikah dari
madzhab klasik bahwa pernikahan memiliki empat hukum
yang berbeda dikarenakan perbedaan kondis dan situasi.
Pernikahan menjadi wajib jika seseorang telah siap nikah
dan dapat menjalankan hak-kewagjiban nikah, serta diatakut
jika jatuh dalam kemaksiatan, sementara ia tidak dapat
menjagadirinyadari kemaksiatan dengan saranalain seperti
puasa. Di sini berlaku sebuah kaidah: Ma La Yatimmul
Wajib 1lla Bihi Fa Huwa Wajib yang berarti perkara yang

38 Muktiali Jarbi, "Pernikshan Menurut Hukum Islam", Journal
PENDAIS, val. 01, no. 1, 2019, 63.
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menjadi penyempurna dari perkara wajib, hukumnya juga
wajib.%

Supriyatha (2016) menyebutkan bahwa ada lima
tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah mendapatkan
ketetraman dalam keluarga dengan rasa cinta dan kasih
sayang, bertujuan sebagai reproduksi, bertujuan untuk
pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan, dan
sebagai ibadah.*

Dalam perkawinan yang disyariatkan agama Islam
mengatur sebuah pernikahan merupakan kebutuhan fitrah
manusia sebagai makhluk fisik sebagai bagian makhluk
hidup yang memerlukan pemenuhan fisk dan rohaninya
(pemenuhan  kebutuhan  biologis) sehingga dapat
mengembangkan keturunannya karena di agama Islam
menyediakan ketentuan untuk memenuhi  kebutuhan
tersebut. Maka tujuan dari pernikahan adalah membentuk
keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21
sebagai berikut.
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39 L athifah Munawaroh, "K esehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi
UU Pernikahan Di Kuwait)", YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum
Islam, vol. 10, no. 1, 2019, 103-104.

40 Sadari, Lathifah Munawaroh, Bagas Heradhyaksa, "Construction Of
TheFivePillar Law Of Mubadalah In The Perspective Of A Introduction”, Smart :
Journal of Sharia, Tradition, and Modernity, 2.2 (2022), 107-26.
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah
bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan
untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu
merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di
antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”
(Q@S. Ar-Rum (30) : 21) ¢

Perkawinan memiliki pengertian yakni
melaksanakan sebuah perjanjian atau ikatan yang saling
memiliki keterikatan dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan yang melegalkan hubungan intim, pernikahan
harus dilakukan tanpa ada pakasaan agar menciptakan
sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga yang akan di
bangun keduanya dengan diliputi rasa saling sayang
menyayangi dan hormat menghormati serta saling
memberikan rasa damai.*?

Anak merupakan sebuah generas yang dapat
meneruskan kehidupan bangsa, dimana seorang ayah
berkewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan anaknya
mulai dari anak masih kecil sampai baligh (dewasa).*”®

Isam menerangkan tentang definis dari anak
sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang keberadaannya

4 Quran Kemenag, Al-Quran Terjemah QS. Ar-Rum (30) ayat 21,

(Kementerian AgamaRl), https.//quran.kemenag.go.id/.

2.

42 Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, (Malang: UMM Press, 2020),

43 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Kontemporer:

Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana, 2004),

157.
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arif dan berkedudukan muliamelal ui proses penciptaan yang
berdimensi atas kewenangan kehendak Allah SWT. Al-
Qur’an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk
yang paing mulia yang diberi rizki yang baik serta
dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang
tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya.*
Sebagaimana yang telah dijelaskan firman Allah berikut.

g e w l?-{,, ° ,a"’, w/c" “ o lo//, v L (Zegl °f./,
cohll 3 iy A0 ST G adlds pan g WS
.4’,”. 0z (287« ﬁﬁgé/‘ o 2418, 43

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak
Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan,
kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami
Iebihkan mer eka dengan kel ebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (Q.S
Al-lsra(17) :70)*®

Menurut sudut pandang hukum, terdapat tahapan
proses yang harus dilalui sampai terjadinya peristiwa
kelahiran anak dapat digolongkan menjadi:

a. Jika proses yang dilalui sah (lega), baik menurut
hukum agama maupun hukum negara, maka ketika
lahir, anak akan mendapat nasab langsung sebagai
anak yang sah dari perkawinan yang sah.

4 Marhaban, "Kritik Al-Qur'an Terhadap Manusia (K gjian Tafsir Tematik
Tentang Potensi yang Ada Pada Diri Manusia)”, Jurnal At-Tibyan: Jurnal llmu
Alquran dan Tafsir, val. 3, no. 2, 2018, 212.

45 Kemenag, Qur'an Terjemah QS. Al Isra (17) ayat 70.
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b. Jka proses yang dildui tidak sah (illegal), baik
menurut hukum agama maupun hukum negara, maka
ketika lahir, anak akan menyandang predikat sebagai
anak tidak sah (anak luar kawin) dimana seorang ibu
dan ayah biologisnya melakukan hubungan suami
istri di luar perkawinan yang sah.*

Disebutkan di atas bahwa “tidak melakukan
perkawinan” maksudnya anak yang dilahirkan dari seorang
perempuan yang dimana dalam keadaan tersebut seorang
perempuan tidak menjalin ikatan perkawinan secara sah
dengan seorang laki-laki yang menghamilinya. Misalnya
Anak yang dilahirkan hasil perzinaan. Maka hal tersebut
dapat dikatakan anak tersebut lahir dari hasil hubungan
layaknya suami istri di luar perkawinan yang sah.

Zina merupakan perbuatan yang tidak disukai Allah
SWT, karena melakukan hubungan kelamin (hubungan
suami istri) antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan tanpa adanya keterikatan akad perkawinan.
Perbuatan zina merupakan perbuatan yang bertujuan
mendapatkan kenikmatan seksua tanpa melalui proses
perkawinan yang sah.*’ Perbuatan tersebut tidak sama
dengan perkawinan batal.

Perbuatan zina lebih rendah dergjatnya dari pada
nikah batal. Sebab, pada zina tidak sedikitpun untuk
memenuhi rukun perkawinan. Hal tersebut berbeda dengan

46D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin
(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 7.
47 MiaAmalia, 1bid.
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perkawinan batal karena terdapat usaha untuk mewujudkan
rukun nikah. Apabila seorang perempuan tersebut,
melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan dari hasil
perzinaan tidak dapat diupayakan untuk dijadikan sebagai
anak yang bukan dari zina, dengan cara dan motif apapun
termasuk didalamnya melaui pengakuan.*®

Islam menganggap tindakan zina sebagai tindak
pidana (jarimah) yang sudah ditentukan sanksi hukumannya
(had zind).* Ketentuan ini pasti mempunyai tujuan, salah
satu tujuannya adalah agar manusiatidak terjerumus kepada
perbuatan terkutuk, dimurkai Allah dan bertentangan
dengan akal sehat.>

Dalam pandangan hukum Islam, yang dapat disebut
anak zina adal ah setiap anak yang dilahirkan dari hubungan
yang tidak sah, bailk sdlah satu atau keduanya terikat
pernikahan dengan orang lain atau pun tidak. Dapat
dikatakan anak tersebut dilahirkan dari hubungan antara
laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat dalam
pernikahan tanpa memandang apakah salah satu dari mereka
terikat pernikahan dengan orang lain atau tidak.

Anak zina merupakan anak yang lahir dari
hubungan di luar perkawinan antara seorang laki-laki dan

“ Yuni Harlina, "Status Nasab Anak dari Berbagai Latar Belakang
Keahiran (Ditinjau Menurut Hukum Islam)”, Hukum Islam, vol. 14, no.1, Juni
2014, 64-81.

4 Marcos Moshinsky, "Zina Dalam Presfektif Hukum Islam dan Hukum
Positif", Nucl. Phys., vol. 13, no.1, 1959, 104-116.

%0 Mia Amalia, "Prostitusi dan Perzinahan dalam Perspektif Hukum
Islam™, Tahkim (Jurnal Peradaban dan HukumIslam), vol. 1, no. 1, 2018, 68-87.
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seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-
keduanya terikat perkawinan dengan orang lain atau
keduanyatidak mempunyai ikatan perkawinan secara sah.

C. Tujuan Magashid Syari’ah dalam Hifdzun Nad
1. Pengertian Magashid Syari’ah

Secara bahasa, kata magashid sendiri berasal
dari kata magshad yang berarti tujuan atau target.
Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki
pengertian atau definis mengenai magashid syariah
yang berbeda. Al-Fas misdnya, menurutnya,
magashid syariah merupakan tujuan atau rahasia Allah
yang ada dalam setigp hukum syariat. Sedangkan ar-
Risuni berpendapat bahwa magashid syariah adalah
tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar
kemashlahatan manusia bisa terwujud. Tujuan ini
sgalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu
kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini
mencakup segala hal dalam kehidupan manusia
Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan
dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan
manusia®

Allah tidak mungkin menetapkan syari‘at-Nya
kecuali dengan tujuan untuk kemaslahatan hamba-

51 Lathifah Munawaroh, ”Diskursus Surat Al-Fatihah (Telash Dalam
Perspektif Magashid)”, Jurnal llmiah Islam Futura, vol. 17, no. 2, 2018, 241
260.
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Nya, baik di duniamaupun di akhirat kelak. Tujuanini
akan terwujud bila ada taklif hukum, dan taklif hukum
itu baru dapat dilaksanakan apabila sebelumnya
dimengerti dan dipahami oleh manusia. Oleh karenaitu
semua tujuan akan tercapai bila manusia dalam
perilakunya sehari-hari selalu ada di jalur hukum dan
tidak berbuat sesuatu menurut hawa nafsunya sendiri.>?

Dalam kitabnya Al-Muwafagat fi Ushul al-
Syari'ah, Al-Shatibi, bahwa sesungguhnya syari'at itu
ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di
duniadan di akhirat. Maka dalam hal syariat Ilamini
terdapat seperangkat hikmah, tujuan. Magashid yang
mengiringi kewgjiban atau aturan dalam syariat
tersebut.>

Allah SWT telah memberikan tuntunan dan
aturan yang baik dalam menjalankan hubungan lawan
jenis, serta tujuan agung dan mulia di mata Allah
SWT dan dihormati di tengah masyarakat. Sarana
yang ditetapkan oleh Allah dalam menjalin hubungan
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
bersh dan suci untuk melahirkan keturunan yang
ma’ruf dan berkualitas, membina kehidupan keluarga
yang bahagia, harmonis dan abadi, serta harga diri
seseorang, keluarga dan masyarakat terjaga adalah

52 Ghofar Shidig, "Teori Magashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam",
Majalah llmiah Sultan Agung, vol. 44, no. 118, 2009, 117-130.

53 |athifah Munawaroh and Ahmad Munif, Pencatatan Perkawinan Sirri
Dalam Hukum Administrasi Negara (Kajian Yuridis Dan Magqasid Syari’ah),
Eureka Media Aksara (Eureka Media Aksara, 2023), 10.
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melalui jalan “Pernikahan”, sebagaimana dijelaskan
dalam Al-Qur an surah an-Nahl ayat 72 menegaskan'

33 380 dan gl 2L 23 280 e g
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“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami
atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan
bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-
cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang
baik-baik. Mengapa terhadap yang batil
mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat
Allah mereka ingkar?” (Q.SAN-Nahl (16) : 72)
54

0:\\

Menurut Imam asy-Syatibi, ada lima bentuk
magashid syariah. Lima bentuk ini disebut juga
sebagai lima prinsip umum atau kulliyat al-khamsah.
Masing-masing bentuk ini memiliki dua pembagian,
yaitu dari segi wujud atau penjagaan dan dari segi
‘adam atau pencegahan. Terdapat lima, antara lain
adalah menjaga jiwa (hifdzun nafs), menjaga agama
(hifdzun diin), menjaga akal pikiran (hifdzun aqgl),
menjaga keturunan (hifdzun nasl), dan juga menjaga
harta (hifdzun maal). Tujuan utama dari perkawinan
adalah menjaga keturunan.® Aspek yang diberikan

54 Kemenag, Al-Qur'an Terjemah QS An-Nahl (16) ayat 72.
%5 Muhammad Nasir, "Magashid Al-Syari’ah dalam Pencatatan
Perkawinan di Indonesia’, Jurnal At-Tafkir, vol. 9, no. 2, Juli 2017, 40-41.
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dalan menjaga keturunan umat sudah mencakup
dalam tatanan pokok gjaran hukum Islam dari macam-
macam tersebut.

2. Magashid Syari’ah untuk melindungi keturunan
(Hifdzun Nad)

Tujuan disyariatkan agaran hukum idam
adalah untuk dapat menjaga keturunan atau nasab.
Nasab merupakan hak paling pertama yang harus
diterima seseorang ketika bayi agar terhindar dari
hinaan dan ketelantaran, sebagai manaadanya penting
sebuah nasab, kewgjiban orang tua untuk memelihara
dan menjaga anak-anaknya agar tidak diambil orang
lain yang bukan nasab atau kerabatnya.*®

Nasab merupakan sebuah pondasi yang kokoh
dalam menjain atau membina suatu kehidupan
kdluarga yang sifanya mengikat antar individu
berdasarkan pada kesatuan darah. Dengan tujuan
memelihara nasab ini, disyariatkan sebuah ikatan
perkawinan sebagai carayang dipandang baik dan sah
untuk memelihara dan menjaga kemurnian nasab.

Adapun ikatan perkawinan ini memiliki tujuan
yang mendasar yakni untuk melangsungkan
kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai

%6 | bid.
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khalifah di mukabumi ini.>” Dalam firman Allah yang
telah dijelaskan sebagai berikut.
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“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia
kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu:
wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak
dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah
tempat kembali yang baik (surga)”. (Q.S Ali
Imran (3) : 14)

Adapun yang dimaksud dalam Firman Allah
di atas disebutkan kecenderungan hasrat dan cita
manusia kepada wanita, anak-anak, amteri dan
seterusnya, namun khusus mengenai cinta terhadap
anak sebagai generasi penerus kehidupannya sebagai
orang tua tentunya mempunyai harapan untuk anak
mereka menjadi anak yang shaleh bermanfaat bagi
keluarga, orang lain, agama, nusa dan bangsa.®®

5" M.H. Dr. H. A. Kumedi Ja’far, S.Ag., Hukum Perkawinan, 20-21.

%8 K emenag, Qur'an Terjemah QSAli Imran (3) ayat 14.

59 M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam (Jekarta:
AMZAH, 2016), 11.
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Untuk menjaga dan melindungi keturunan
dan kehormatan (hifdzun nasl wa ‘irdhi), ajaran Ilam
menganjurkan  untuk  menyalurkan  kebutuhan
biologisnya melalui ikatan perkawinan. Melalui
perkawinan, lahir keturunan yang hidup dalam
belaian kasih sayang dari keluarga dan pendidikan
yang telah diberikan kedua orang tuanya, sehingga
tumbuh menjadi seseorang yang merupakan harapan
agama dan bangsa.

Dari perkawinan yang sah akan mewujudkan
rumah tangga sakinah mawaddah warahmah
sehingga menuju keluarga yang bahagia dan sgjahtera
dalam lindungan dan ridha-Nya, serta menjauhi dan
menghindarkan diri dari perbuatan zina, perbuatan
tidek patut dan tidak sopan, keturunan dan
kehormatan akan terjaga.%°

Dengan perkawinan yang sah, anak-anak
akan mengena orang tua mereka, yaitu ibu, bapak,
dan nenek moyangnya. Mereka merasa tenang dan
damai di masyarakat, sebab keturunan mereka jelas.
Anak vyang lahir dari perkawinan yang sah
mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan
dengan “hifdzun nad” (pemeliharaan keturunan).

60 Romlah Widayati, "Magashidus-Syari’ah dalam Perlindungan
Perempuan dan Anak", in HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM ISLAM,
ed. by Siti Marhamah (Jakartaz Bidang Hukum, Advokasi dan Litbang PP
Muslimat NU, 2020), 69-70.
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Pembinaan kel uarga yang mengikat kesatuan
darah bergantung kepada asas yang kukuh yaitu
pembentukan nasab yang sah. Pernikahan yang sah
merupakan satu-satunya cara untuk menjaga nasab
seorang anak. Tanpa adanya pernikahan sah, maka
perbuatan zina akan meningkat.®! Secara jelas, anak
yang tidak sah tidak mendapat iktiraf sebagai anak
yang sah, karena anak yang sah hanya dapat
diiktirafkan melaui perkawinan yang sah.

Mengenai hak nafkah yang diberikan
merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh
orang-orang yang membutuhkannya dalam sehari-
hari. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di
perlukan oleh keluarga, maka dapat dipahami bahwa
kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan
kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang
yang berkewgjiban seperti seorang ayah yang
mempunyai peran didalam keluarga untuk membayar
atau menyediakan kebutuhan sehari-hari  dan
memenuhinya.®?

Anak berhak atas pelayanan untuk
mengembangkan kemampuan dan  kehidupan

61 Arif Seto, "Konsep Tujuan Syari’ah (Magqasid Al-Syari’ah)", Kemenag
Provinsi Papua, 2018, https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-
4420-8c95-ce90c63bal92#topPage, diakses 3 Februari 2023.

62 "Sehuah Gagasan dalam Perkara Nafkah Anak dan Pelaksanaan
Ekseskusinya di Pengadilan Agama’, Pengadilan Agama Kuala Kapuas,
September 2021, https://pa-kual akapuas.go.id/sebuah-gagasan-dalam-perkara-
nafkah-anak-dan-pel aksanaan-eksekusinya-di-pengadilan-agama/, diakses 13
Februari 2023.
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sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk
menjadi warga negara yang baik dan teladan, anak
berhak atas pemeiharaan dan perlindungan hukum
baik semasa dalam kandungan maupun sesudah
dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap
lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang
wajar.%

Magashid syariah dalam hal tersebut untuk
melindungi keturunan, maka dari itu perbuatan zina
menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak
negatif. Bailk secara biologis, psikologis, ekonomi,
sosia, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya
Karena itu, penjagaannya dilakukan dalam bentuk
pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan
dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina
dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya
bukti.

D. Kewajiban Orang Tua Memenuhi Kebutuhan Anak
1. Definis Orang Tua
Pengertian umum mengenai orang tua adalah
pengasuh keturunan dalam keluarga mereka sendiri.
Pada seseoarang, orang tau merupakan pengasuh dari
seorang anak yang dimana anak disebutkan mengacu

63 Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif (Jakarta:
BPHN, 1984), 132.
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pada keturunan dari suami dan istri yang melakukan
hubungan seksual sehingga melahirkan seorang anak.
Orang tua biologis adalah seseorang yang
menghasilkan seorang anak, yang dihasilkan dari
hubungan suami istri secara sah dan merupakan kerabat
tingkat pertama. Orang tua yang mengasuh dan
membesarkan anak, tetapi tidak memiliki hubungan
biologis dengan anak tersebut disebut dengan orang tua
angkat.%*

Orang tua merupakan pengasuh bagi seseorang
yang masih dalam pemeliharaan dan dibawah
pengasuhannya. Seorang ibu adalah seorang wanita
dalam kaitan nya berhubungan dengan anak atau anak-
anak yang telah melahirkan. Hal ini dapat dikatakan
seorang ibu tersebut merupakan orang tua kandung s
anak. Seorang ayah merupakan seorang laki-laki dalam
kaitannya berhubungan langsung dengan anak atau
anak-anak. Hal ini juga disebut ayah biologisnya atau
orang tua kandung s anak. Apabila salah satu dari
orang tuatersebut berpisah, makaayah atau ibu tersebut
masih dianggap sebagai orang tua karena pernah
menjadi pengasuhnya, walaupun sudah tidak berada
satu atap rumah.

Dalam Hukum Islam, seorang istri menduduki
posisi yang mulia. Seorang istri merupakan calon ibu,
Seorang ibu adalah sosok yang tiga kali lebih berhak

64 "Orang Tuad', Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua, diakses 3 Februari 2023.
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untuk dihormati oleh seorang anak dibanding
ayahnya®® Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis
sahih,

“dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu, beliau
berkata, Seseorang datang kepada Rasulullah
shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai
Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti
pertama kali? ”, Nabi shallaahu ‘alaihi wasallam
menjawab, “ibumu! ”, Dan orang tersebut kembali
bertanya, “kemudian sapa lagi?”, Nabi
shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “ibumu! ”,
Orang tersebut bertanya kembali, “Kemudian
siapa lagi?”, Beliau menjawab, “ibumu”, Orang
tersebut bertanya kembali, “kemudian siapa
lagi?”, Nabi shalallahu ‘alaihi  wasallam
menjawab, Kemudian ayahmu”. (HR. Bukhori
No. 5971 dan Muslim No. 2548) ¢

Perkawinan merupakan pintu gerbang yang
sakral yang harus dimasuki setiap insan menuju sebuah

8 A. Fatih Syuhud, Jihad Keluarga: Membina Rumah Tangga Sukses
Dunia Akhirat (Malang: Pustaka Alkhoirot, 2021), 404.

6 Munirah, "Peran Ibu dalam Membentuk Karakter Anak Perspektif
Islam", Jurnal Auladuna, vol. 01, no. 2, Desember 2014, 253-264.



45

keluarga. Diantaranyaterdapat hak dan kewajiban yang
timbul dari sebuah perkawinan yang diterima dan
ditunaikan suami dan istri. Kewgjiban suami
merupakan hak yang harus diterima istri begitu pula
sebaliknya. Diantara kewgjiban suami terhadap istri
adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk
mencukupi segala kebutuhan keluarganya.

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat
menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika
dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan
anaknya gagal dalam pendidikannya.  Untuk
merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa
berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang
terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian,
nutrisi, dan pendidikan anaknya.

Dalam Islam, anak yang sedang tumbuh dan
berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan
akan makan dan minum ol eh orang tuanyaagar menjadi
orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang
cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang
harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang
tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang
dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya
masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnyajikaia
harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak
tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Tugas orang
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tua terhadap anak adalah dengan memberikan hakhak
kepadanya dengan baik®’.
2. Kewajiban Menafkahi Keluarga

Dengan adanya ikatan pernikahan, maka
melahirkan kewajiban-kewajiban, di antaranya adalah
kewajiban menafkahi. Jumhur ulama’ berpendapat
bahwa suami berkewajiban menafkahi istri dikarenakan
adanya nash-nash baik di al-Qur’an ataupun Hadis,
yang bersifat sharih.®® Sebagai kepala didalam rumah
tangga, seorang laki-laki berkewgjiban  untuk
memenuhi nafkah keluarganya,®® hal ini dalam firman
Allah SWT telah dijelaskan sebagai berikut.
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“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas
para perempuan (istri) karena Allah telah

67 Lim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perpektif
Issam", Hawa, vol. 01, no. 1, 2019, 40-42.

6 | athifah Munawaroh, "Politik Hukum Keluarga Islam Di Tunisia’,
Jurnal Al-"4dl, vol. 2, no. 1, 2019, 76-93.

8 |bnu Rozali, Op. Cit,.
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melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas
sebagian yang lain (perempuan) dan karena
mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian
dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh
adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena
Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-
perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,
berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di
tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu)
pukullah mereka (dengan cara yang tidak
menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka
menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah
Mahatinggi lagi Mahabesar.” (QS. An Nisa (4) :
34) 70

Menurut gjaran Islam, seorang anak berhak
mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan
pokok. Nafkah terhadap anak memiliki tujuan yaitu
untuk mencapai kelangsungan hidup dan pemeliharaan
kesgjahteraannya.”™

Dengan demikian, anak terhindar dari
kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan
kasih sayang orang tuanya melaui pemberian nafkah
tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari
nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya

70 Kemenag, Qur'an Terjemah QS An Nisa (4) ayat 34.

" Liza Priandhini Harvin, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak
Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan®, Jurnal
Kertha Semaya, vol. 9, no. 12, 2021, 2466-2478.
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menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari
ayahnya, berdasarkan firman Allah SWT,

551 2a) LS s SRS caey S

u“)‘“s >9 :;é-;JJ 24 9°53J‘ ‘.51'/“5 A L2
e ¥ cleas Yol SRS Y Spaal

;Q\;J\ e fﬁ:;:i'o.;\jjé SNV 3 51013

Wi olf 5= Ylab 3 O6 LSS R

-

Z

Brzisd o f)\ u\) slgle it 6 g

rv\) Lﬁ (,.g:l.& C\:s;- )b ﬁ.fb‘)b\
Hilass & :&s 5 Bl A 15 a};.)b

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya
selama dua tahun penuh, bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah
menanggung makan dan pakaian mereka dengan
carayang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali
sesuai dengan kemampuannya. Janganlah
seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan
jangan pula ayahnya dibuat menderita karena
anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila
keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara
keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila
kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang
lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu
memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa
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sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.” (Q.S Al-Bagarah (1) : 233) 2

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang
anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang
tuanya. Gizi mempunyal peran yang sangat besar dalam
membina dan mempertahankan kesehatan seseorang.
Ini adalah kewajiban setiap manusia untuk memelihara
kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan
mentalnya. Maksudnya adalah sudah menjadi
kewajiban seseorang untuk memelihara kesehatan
jasmani dan rohaninya sehingga dapat berfungs
sebagaimana mestinya’®.

Kewajiban memberi nafkah tidak hanya
dikhususkan untuk istri, tetapi juga terhadap orang
tuanya berhak dinafkahi jika seandainya orang tuanya
tidak mampu. Bahkan kepada anak-anak kandungnya
dan juga dengan anak-anak yatim atau anak yang
terlantar, ini dimungkinkan bagi yang mampu?™.

Dalam hadis disebutkan keutamaan menafkahi
keluarga, hamba sahaya, dan dosa bagi orang yang
menyia-nyiakan keluarganya serta tidak menafkahi
keluarga. Berikut Kitab Syarah Shahih Muslim nomor
2308.

72 Kemenag, Qur'an Terjemah QS Al Bagarah (1) ayat 233.
3 1bid.
" 1bnu Rozali, Op. Cit,.
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“Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin
Harb, dan Abu Kuraib telah memberitahukan
kepada kami dan lafazh itu milik Abu Kuraib
mereka berkata, Waki' telah memberitahukan
kepada kami, dari Sufya dari Muzahim bin Zufar,
dari Mujahid, dari Abu Hurairah Radhiyalla
Anhu, ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu Alaihi
wa Sallam bersaba "Dinar yang kamu nafkahkan
di jalan Allah, dinar yang kamu nafkahkan pada
hamba sahaya, dinar yang kamu sedekahkan
kepada orang ya miskin, dan dinar yang kamu
nafkahkan kepada keluargamu, dan yang lebih
besar pahalanya adalah dinar yang kamu
nafkahkan kepada keluargamu.” (Syarh Shahih
Muslim no. 2308)

75 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, ed. by Team Darus Sunnah
(Jakarta: Darus Sunah Press, 2013), 223.



51

Dalam kitab tersebut, disebutkan bahwa hadis
yang agung menunjukan keutamaan besar penghargaan
Issam bagi suami yang memberi nafkah anggota
keluarganya dan termasuk amal infak yang paling
utama dan besar pahala yang diperolehnya. Telah
disebutkan, didalam Al-Qur’an dan hadis bahwa
seorang kepala keluarga atau suami  berkewsgjiban
memenuhi nafkah kel uarganya secara lahir dan batin.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa
kewajiban orang tua dalan memenuhi kebutuhan s
anak adalah wajib. Setiap anak yang dilahirkan adalah
membawa fitrah, yaitu potensi untuk menjadi baik dan
sekaligus potensi untuk menjadi jahat. Selanjutnya
tanggung jawab ibu bapaknyal ah selaku orang tuayang
mendidiknya hingga menjadi seorang yang baik atau
seorang yang jahat. Adanya perhatian dan pemenuhan
terhadap hak-hak bagi seorang anak akan menjadikan
anak tersebut tumbuh dengan baik fisk maupun
psikisnya. Sebaliknya kurangnya perhatian orang tua.””

6 Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewagjiban Suami Istri dalam
Perspektif Hukum Islam”, Al-Syakhsyiyyah Journal of Law and Family Sudies,
val. 3, no. 1, 2021, 98-116.

7 1bid.
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PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN DI
BRUNEI DARUSSALAM

A. Negaralndonesia

1. Sekilastentang Perundang-undangan di Indonesia
Indonesia memiliki peraturan perundang-
undangan. Daam ha ini peraturan perundang-
undangan merupakan peraturan tertulis yang
didalamnya memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan ditetapkan atau dibentuk oleh
Lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang
melalui prosedur yang telah ditetapkan sedemikian
rupa. Prosedur peraturan perundang-undangan terdiri
dari lima tahapan, yakni diawali dengan tahap
perencanaan, tahap penyususnan, tahap pembahasan,
tahap pengesahan atau penetapan dan tahap

pengundangan.’®
Dalam membentuk perundang-undangan harus
dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan
perundang-undangan yang baik sesuai dengan asas-
asas yang sudah tercantum di dalam undang-undang
tanpa meninggal kan prinsip-prinsip keadilan, meliputi:
kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk

8 Wikipedia bahasa Indonesia, "Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia’, https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_perundang-
undangan_lndonesia, diakses 8 Februari 2023.

52



53

yang tepat dan kesesuaian antara jenis, hierarki serta

materi muatan yang dapat dilaksanakan dan

kedayagunaan serta kehasilgunaan, kejelasan rumusan
dan keterbukaan.™

Tata urutan peraturan perundang-undangan
merupakan pedoman yang harus ditaati dalam aturan
hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-
undangan Republik Indonesia sebagai berikut.&

1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum
dasar tertulis Negara Republik Indonesia,

2) Ketetapan Majelis MPR merupakan putusan MPR
sebagal pengemban kedaulatan rakyat yang
ditetapkan dalam sidang,

3) Undang-Undang dibuat oleh DPR bersama
Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang
Dasar 1945 serta Ketetapan MPR

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
dibuat oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, dengan ketentuan sebagaimana
berikut.

a Peraturan pemerintah pengganti Undang-
undang harus digjukan ke DPR dalam
persidangan,

®  Fery lrawvan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia’, Journal Perspektif, vol. 21, no. 3, 2016, 220-
229,

8 Maelis Permusyawaratan Rakyat RI, "Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 111/MPR/2000 Tentang
Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan”, 107-109.
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b. DPR dapat menerima atau menolak peraturan
pemerintah pengganti undang-undang dengan
tidak mengadakan perubahan.

c. Jka ditolak DPR, peraturan pemerintah
pengganti undang-undang tersebut harus
dicabut.

Peraturan Pemerintah dibuat ol eh Pemerintah untuk
mel aksanakan perintah Undang-undang,
Keputusan Presiden yang bersifat mengatur dibuat
oleh Presiden untuk menjaankan fungsi dan
tugasnya berupa pengaturan  pelaksanaan
administras negara dan administrasi pemerintahan,
Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk
melaksanakan aturan hukum di atasnya dan
menampung kondis khusus dari daerah yang
bersangkutan.

a. Peraturan daerah Proving dibuat oleh DPRD
Provinsi bersama dengan Gubernur.

b. Peraturan daerah Kabupaten/K ota dibuat oleh
DPRD Kabupaten/ Kota  bersama
Bupati/Walikota.

c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat
oleh badan perwakilan desa atau yang
setingkat, sedangkan tata cara pembuatan
peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh
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peraturan daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.&!

Perundang-undangan yang digunakan di
Indonesia telah mengatur tentang nafkah yang
diberikan oleh orang tua untuk anak, berikut ini
perundang-undangan yang mengatur tentang nafkah.

3. Pengaturan Perundang-undangan M engenai Nafkah

Anak Hasil di Luar Perkawinan

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

disebutkan dalam pasal 1 bahwa, “Perkawinan

merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang

pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk

membentuk keluarga yang Bahagia dan abadi

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.82 Hal ini

tidek jauh dijelaskan didadam aturan Kompilas

Hukum Islam Pasal 2 yang menambah penjelasan

dari UU tersebut yaitu, “Perkawinan menurut

islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

kuat atau mitsagan ghalizhan untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan
ibadah.”®

8 1bid., 109.

8 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasd 1 Tentang
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 1974.

8 Lihat Kompilas Hukum Islam Bab |1 Pasal 2 Tentang Dasar-Dasar
Perkawinan, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).
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Daam Undang-undang tentang
Perkawinan Pasal 8 menyatakan bahwa,

Perkawinan dilarang antara dua orang

yang:

a. berhubungan darah dalam garis
keturunan lurus kebawah ataupun
keatas,

b. berhubungan darah dalam garis
keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan
saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya,

c. berhubungan semenda, yaitu mertua,
anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri,

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua
susuan, anak susuan, saudara susuan
dan bibi/paman susuan,

e. berhubungan saudara dengan isteri
atau sebagai bibi atau kemenakan dari
isteri, dalam hal seorang suami
beristeri lebih dari seorang,

f. mempunyai hubungan yang oleh
agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin.®

Dengan demikian perkawinan yang sah
merupakan sebuah ikatan yang kuat antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan dilaksanakan
secara sah menurut agama dan hukum negara.
Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam
Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan :

8 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasd 8 Tentang
Perkawinan.
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(1) Perkawinan adalah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan
kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.®

Segala bentuk perkawinan yang dilakukan
tanpa adanya 2 prinsip (azas) keabsahan, maka
perkawinan tersebut tidak dianggap sah secara
hukum. Sesuai dengan yang ditegaskan dalam
Penjelasan pasal 2 ayat (1) dari Undang-undang
Perkawinan Tahun 1974 yang menyatakan bahwa
tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan
kepercayaan sesuai yang diatur dalam UUD 1945.
Artinya, perkawinan harus terjadi sesuai dengan
ketentuan agama atau kepercayaan yang diyakini
orang tersebut, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku atau karenahal lain yang (telah) ditetapkan
oleh undang-undang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan 34 ayat (1) menyatakan
bahwa, “Suami wajib melindungi istrinya dan
memberikan segala sesuatu keperluan hidup

8 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasad 2 Tentang
Perkawinan.
8 SifaMulya Nurani, Ibid.
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berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”®’

Hal ini berarti bahwa suami berkewajiban
menanggung semua kebutuhan keluarga sesua
dengan kadar kemampuannya.

Kewajiban orang tua terhadap anak tidak
serta merta hilang meskipun kedua orang tua
tersebut telah berpisah dan hak asuh anak jatuh
kepada salah satu orang tua tersebut. Telah diatur
daam penjelasan pasal 41 huruf a Undang-
Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, melindungi
kepentingan anak dengan mewajibkan bapak atau
ibu dari seorang anak untuk tetap memelihara dan
mendidik anak. Undang-Undang Perkawinan juga
mengatur mengenai pihak yang menanggung
biaya pemdiharaan dan pendidikan anak,
Berdasarkan penjelasan pasal 41 huruf b Undang-
Undang Perkawinan, biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak ditanggung oleh
bapak. Pengadilan dapat mewagjibkan ibu untuk
ikut bertanggung jawab atas biayatersebut apabila
terbukti bahwa bapak dalam kenyataannya tidak
sanggup untuk memenuhi kewajiban pembiayaan
tersebut secara sendiri.®

8 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasad 34 Tentang
Perkawinan.

8 Amanda M. O. Manoppo, "Putusnya Perkawinan Beserta Akibat
Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan", LEX PRIVATUM, val. 6, no. 2, 2018, 5-14.
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Kedudukan anak menurut Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
mengenai anak sah yang menyatakan bahwa,
“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah”.%°Lebih jelas
kedudukan anak hasil hubungan di luar
perkawinan ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, menyatakan, “anak yang dilahirkan
di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”
Mengenai definisi anak tidak sah atau anak luar
nikah tidak diatur dengan jelas oleh UU
perkawinan ini.

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2
bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun
saat ini Peraturan Pemerintah belum mengatur
kedudukan anak luar kawin. Sebaliknya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang
merupakan peraturan pelaksana dari Undang-
undang Perkawinan sama sekali tidak diatur
tentang anak luar kawin.*

8 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 42 Tentang
Perkawinan.

9 Jakobus Anakletus Rahgjaan dan Sarifa Niapele, "Dinamika Hukum
Perlindungan Anak Luar Nikah di Indonesia’, PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi
Kebijakan Publik & Bisnis), vol. 2, no. 2, 2021, 258-277.
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Mahkamah Konstitus telah memutus
perkara uji materiil (yudisial review) atas Pasal 43
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan bahwa Putusan Mahkamah Konstitus
Nomor 46/PUU-VI11/2010 tentang kedudukan
anak luar nikah, yang padaintinyaanak yang lahir
hasil hubungan luar nikah nasabnyamengikuti ibu,
dan bisa mengikuti seorang ayah apabila dapat
dibuktikan sebagai ayah biologis menggunakan
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau aat
bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga ayahnya.®

Daam ha ini Mahkamah Konstitus
berpendapat, Pertama, bahwatidak tepat dan tidak
adil jika hukum membebaskan laki-laki yang
melakukan hubungan seksual yang menyebabkan
terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut
dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak
biologisnya. Kedua, akibat dari peristiwa
kelahiran karena kehamilan, yang telah didahului
dengan hubungan seksual antara seorang
perempuan dengan seorang laki-laki, merupakan
hubungan hukum didalamnya terdapat hak dan
kewgjiban timbal balik, yang subyek hukumnya
meliputi anak, ibu dan bapak. Dan ketiga, bahwa

91 Ramadhita dan Farahi, Ibid.
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hukum harus memberikan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil terhadap status seorang
anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada
padanya, termasuk anak yang dilahirkan meskipun
keabsahan perkawinan masih dipersengketakan.®?

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah
mewajibkan orang tua untuk mendidik dan
memelihara anak dengan sebaik-baiknya untuk
kepentingan terbaik bagi anak. Kewgjiban orang
tua untuk memelihara dan mendidik anak berlaku
sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri.®® Hal
ini telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan
mengenai hak dan kewgjiban orang tua kepada
anak yang menyatakan bahwa,

1) “Kedua orang tua wajib memelihara dan
mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya,

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,
kewajiban mana berlaku terus meskipun
perkawinan antara kedua orang tua
putus.”%

9 A. Mukti Arto, "Gugatan Nafkah Anak Luar Nikah Sebagai Ta’zir dan
Penyelesaiannya di Pengadilan Agama', Mahkamah Agung RI, 2013, 1-26.

% Liza Priandhini dan Harvin, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah
Anak Setelah Perceraian Orang Tua dalam Undang-Undang Perkawinan®, Ibid.

9 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 45 Tentang
Perkawinan.
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Pasal tersebut merupakan kewajiban orang
tua memberikan hak anak berupa pemeliharaan
yang layak dan mendidik anak-anaknya dengan
baik saat usa masih kecil sampa ia tumbuh
dewasa dan dapat berdiri sendiri. Sebagaimana
telah diatur Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan
mengatur bahwa kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat
berdiri sendiri, dan berlaku meskipun perkawinan
tersebut telah putus. Dalam Undang-undang
Perkawinan tahun 1974 Bab XII tentang
pembuktian asal usul anak berikut.

1) Asal-usul seorang anak hanya dapat
dibuktikan dengan akte kelahiran yang
autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang.

2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat
(1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan
dapat mengeluarkan penetapan tentang
asal-usul seorang anak setelah diadakan
pemeriksaan yang teliti  berdasarkan
buktibukti yang memenuhi syarat.

3) Atasdasar ketentuan Pengadilan tersebut
ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat
kelahiran yang ada dalam daerah hukum
Pengadilan yang bersangkutan
mengeluarkan akte kelahiran bagi anak
yang bersangkutan.”®

% Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasa 55 Tentang
Perkawinan.
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Dalam Undang-undang Perkawinan tidak
mengatur secara rinci seberapa besar nafkah dari
penghasilan orang tua untuk diberikan kepada
anak.

2) Kompilas Hukum Islam

Kompilas Hukum Islam memuat isi yang
terdiri atastigabuku, Buku I: Tentang perkawinan,
Buku II: Tentang kewarisan, dan Buku III:
Tentang perwakafan. Pembagian tiga buku
tersebut merupakan pengelompokan bidang
hukum yang menjadi pembahasan yaitu berupa
bidang hukum perkawinan (munakahat), bidang
hukum kewarisan (fara’idl), dan bidang hukum
perwakafan. Masing-masing buku terbagi dalam
kerangka sistematika ada beberapa bab dan
kemudian untuk bab-bab tertentu terbagi atas
beberapa bagian yang selanjutnya dirinci dalam
pasal-pasal .%

Kompilass Hukum Idam disusun atas
prakarsa penguasa negara, yang merupakan ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui
Surat Keputusan Bersama) dan mendapat
pengakuan ulama dan unsur. Secara resmi,
Kompilass Hukum Islam merupakan hasil
konsensus (ijma’) ulama dari berbagai golongan

% Tim Literasi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, (Malang: PT. Literasi
Nusantara Abadi Group, 2021), 1.
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melalui media loka karya yang dilaksanakan
secara nasional yang mendapat legalisasi dari
kekuasaan negara.®’

Daam perumusan Kompilass Hukum
Islam, dengan mengacu pada sumber hukum Islam
yakni a-Quran dan Sunnah Rasul, dan secara
hierarki mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam negara dilakukan
secara substansial. Perumus Kompilasi Hukum
Islam juga memperhatikan perkembangan yang
berlaku secara global serta memperhatikan tatanan
hukum Barat yang tertulis dan tatanan hukum Adat
yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum
Islam. Berkenaan hal itu, maka terjadi modifikasi
kedadam tatanan hukum lainnya kedalam
Kompilass Hukum Islam. Dengan demikian,
Kompilass Hukum Islam merupakan suatu
perwujudan hukum Islam yang khas di Indonesia
yang merupakan wujud hukum idam vyang
bercorak.®

Kompilass Hukum Islan merupakan
pedoman dalam penyelesaian perkara yang
diggukan ke pengadilan dalam lingkungan
peradilan Agama. Ha itu dilatarbelakangi oleh
penyusunan Kompilass Hukum Islam yang

9 Agiati, "Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan Perundang-
undangan di Indonesia’, Jurnal Hukum Diktum, vol. 10, no. 1, Januari 2012, 26.

% |bid.
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dilakukan untuk mengis kekosongan substansial
yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian
perkara yang diajukan.

Namun demikian, hakim memiliki
kebebasan sepanjang tidak ditemukan rujukannya
dalam hukum tertulis bahkan menurut ketentuan
pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, (Hakim sebagai Penegak hukum dan
keadilan wajib menggali, mengikuti dan
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat. Dengan demikian, kedudukan
Kompilasi Hukum Islam dalam system merupakan
hukum positif  Idam untuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan yang
kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan sebagai
sumber rujukan.®

Kompilas Hukum Idam (KHI) disusun
sebagai maksud untuk melengkapi Undang-
Undang Perkawinan dan secara praktis
mendudukkannya sebagai hukum perundang-
undangan, meskipun kedudukannya tidak sama
dengan itu. Dengan demikian KHI berinduk
kepada UU Perkawinan. Seluruh materi UU
Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun
dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping
itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang pada

9% Abdurrahaman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta
Akademika Pressindo, 2007), 8.
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prinsipnya tidak bertentangan dengan UU
Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang
ada di antara keduanya. UU mempunya secara
lengkap 67 pasal, sedangkan KHI mencapai 17
pasal. Beberapa bab KHI yang tidak dimuat dalam
UU Perkawinan adalah bab Ketentuan Umum,
peminangan, rukun dan syarat perkawinan, mahar,
kawin hamil, rujuk dan mengenai masa
berkabung.1®

Pengertian Perkawinan yang sah apabila
menurut hukum islam telah di jelaskan sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 4
KHI.

Yang termasuk dengan luar perkawinan
dalam Kompilas Hukum Islam Bab VIII tentang
Kawin Hamil Pasal 53 menyebutkan bahwa,

1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat
dikawinkan dengan pria  yang
menghamilinya.

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang
disecbut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih
dahulu kelahiran anaknya.

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan
pada saat wanita hamil, tidak diperlukan

100 Apdurrahman, 1bid., 81.
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perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.*®*

Berdasarkan Kompilass Hukum Islam
pasa 53 menyatakan bahwa perkawinan
perempuan yang sedang hamil tersebut,
dinyatakan sah apabila yang menikahinya adalah
laki-laki yang telah menghamilinya. Dan status
anak yang dikandung perempuan merupakan anak
sah dari perkawinan yang sah dan diakui.1%

Daam Bab XII tentang Hak dan
Kewajiban Suami Isteri, Pasal 77 (3) Kompilasi
Hukum Idlam menyatakan bahwa, ”Suami isteri
memikul kewgjiban untuk mengasuh dan
memelihara anak-anak mereka, baik mengenai
pertumbuhan  jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya.”,

Penjelasan didalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 77 ayat 3 yaitu seorang suami istri
wajib  mengasuh dan memelihara  anak
menyangkut dengan kebutuhan dan keperluannya
termasuk pendidikan bagi anak di dalam keluarga.
Seorang suami jugawajib menafkahi istri dan anak
yang menyangkut dengan kebutuhan pokok sehari

101 | jhat Kompilas Hukum Islam Bab VIII Pasal 53 Tentang Kawin
Hamil.

102 Haeratun, "Analisa Pasal 53 KHI Tentang Pelaksanaan Kawin Hamil
Di luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam"”, Journal Jatiswara, vol. 3, no. 1, 2017,
115-130.
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hari, seperti pakaian (kiswah), tempat tinggal,
biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya
pengobatan, dan biaya pendidikan bagi anak.'®

Kompilas Hukum Islam tentang definisi
anak sah Pasal 99 menyebutkan bahwa,

Anak yang sah adalah :

a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat
perkawinan yang sah,

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di
luar rahim dan dilahirkan oleh isteri
tersebut.'®

Dalam Kompilas Hukum Islam, anak sah
yang dimaksud dalam pasal 99 () adalah anak sah
dari kedua orang tuanya, seperti yang dijelaskan
dalam pasal 53 daam Bab VIII tentang Kawin
Hamil.

K edudukan anak dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 100 menyatakan bahwa, “Anak yang
lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya.” Seorang anak dapat dikatakan sah apabila
memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika
terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknyaanak
yang lahir di luar perkawinan, tidak dapat disebut
dengan anak sah, dan biasanya disebut dengan

103 | jhat Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 80 Tentang Hak dan
Kewagjiban Suami, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia).

104 Lihat Kompilas Hukum Idam Bab XIV Pasa 99 Tentang
Pemeliharaan Anak.
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anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya
memiliki hubungan nasab dengan ibunya.1%

Daam hukum Islam, Nasab dapat terjadi
dari salah satu dari tiga sebab, yaitu:

1. Dengan carafirasy, yaitu kelahiran karena
adanya perkawinan yang sah.

2. Dengan cara igrar, yaitu pengakuan yang
dilakukan oleh seorang ayah yang
mengakui bahwa anak tersebut adalah
anaknya.

3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara
pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti
yang sah bahwa seorang anak tertentu
tersebut adalah anak dari seseorang
(ayahnya).

Sesuai dengan teori figh di atas, ketentuan
Pasal 43 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata
dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya, telah sejalan dengan teori figh yang
bersifat universal.1%®

105 Gusti Heliana Safitri, "Status Anak di Luar Perkawinan Menurut
Kompilasi Hukum Islam Bab XIV Pasal 100", DEDIKASI : Jurnal Ilmiah Sosial,
Hukum, Budaya, vol. 30, no. 1, 2021, 187-196.

106 | pid.
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Kompilass Hukum Idam, mengenai
bagaimana kewgjiban orang tua dalam memelihara
dan menjaga anak setelah terjadi perceraian,
dijelaskan Pasal 105 telah mengatur bahwaapabila
terjadi perceraian, maka biaya pemeliharaan
ditanggung oleh ayah. Dalam Pasa 149 KHI,
apabila perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah
untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur
21 tahun.

Kompilass Hukum Idam Pasa 156
mengenai nafkah anak pasca perceraian yang
ditanggung kepada ayahnya, menyatakan bahwa,

(d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak
menjadi  tanggung jawab ayah menurut
kemampuannya,sekurang-kurangnya
sampai anak tersebut dewasa dapat
mengurus diri sendiri (21 tahun),

(e) bilamana terjadi perselisihan mengenai
hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan
Agama memberikan putusannya
berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);

(f) pengadilan dapat pula dengan
mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan  jumlah  biaya  untuk

pemeliharaan dan pendidikan anak-anak
yang tidak turut padanya.,*”’

107 Lihat Kompilas Hukum Islam Bab XVII Pasal 156 Tentang Akibat
Putusnya Perceraian.
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Daam penetapan besaran pemberian
nafkah ditentukan oleh Pengadilan, Pasal 156 (e)
KHI, menyatakan “pengadilan dapat pula dengan
mengingat kemampuan ayahnya menetapkan
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan
anak-anak yang tidak turut padanya”.l® Daam
pasal tersebut juga mengatur bahwa salah satu
akibat putusnya perkawinan karena perceraian
adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak
menjadi tanggung jawab ayah  menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnyasampai anak
tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri
(21 tahun). 1%

Untuk ukuran pemberian tidak dijelaskan
secararinci seberapa besar dari penghasilan orang
tua sepatutnya untuk diberikan kepada anak.
Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya
perceraian dan adanya perjanjian pemisahan harta
bersama selama masa perkawinan.

3) RakernasMahkamah Agung Rl Tahun 2012
Daam Rakernas Mahkamah Agung RI
Tahun 2012 telah mengatur tentang hak-hak yang
diperoleh anak hasil luar perkawinan sebagaimana
berikut.

108 Kompilasi Hukum Islam, Ibid.
109 Kompilasi Hukum Islam, Ibid.
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Pertama, Kewgjiban nafkah terhadap
anak angkat adalah sama dengan kewsajiban
nafkah terhadap anak kandung, oleh karenanya
jika suami istri telah bercerai maka kewajiban
nafkah terhadap anak angkat tetap menjadi
kewajiban ayah angkathya sepanjang ia mampu
untuk memenuhi kewajiban nafkah tersebut, akan
tetapi jika ayah angkatnya tidak mampu maka
pengadilan dapat menetapkan ibu angkat
berkewajiban untuk memenuhi nafkah anak
tersebut.

Kedua, Harta bersama perkawinan
poligami ditentukan berdasarkan harta tersebut
diperoleh pada masa perkawinan dengan istri
pertama, kedua, ketiga dan keempat. Istri pertama
mempunyai hak atas harta yang diperoleh suami
dengan perkawinan istri kedua, ketiga, keempat.

Ketiga, Anak yang dilahirkan dari hasil
zina sebaiknya untuk memenuhi rasa keadilan dan
kepentingan anak sertahak asasi anak menerapkan
pendapat Mazhab Hanafiah dimana anak hasil
zina berhak mendapat nafkah dari pihak ayah
biologisnya dan keluarga ayah biologisnya.

Keempat, Anak yang dilahirkan dari
perkawinan yang tidak tercatat oleh Pejabat yang
berwenang, berhak untuk memperoleh nafkah dan
wasiat wajibah dari ayahnya tersebut.
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Kedima, Warga negara asing yang akan
mel akukan perkawinan di Indonesia dengan orang
Indonesia maka ia harus memenuhi syarat
perkawinan di negaranya dan tidak bertentangan
dengan peraturan perkawinan di Indonesia
Sehingga jika WNA tersebut akan melakukan
poligami dan telah mendapat izin dari istrinya di
luar negeri dengan tata cara hukum di negaranya
pengadilan agama tidak perlu melakukan sidang
izin poligami lagi.

Keenam, Anak yang lahir dalam
perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan
pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena
anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan
memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

Ketujuh, Penentuan besaran mut’ah,
nafkah iddah dan nafkah anak disesuaikan dengan
kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya
masa perkawinan dan besaran take home pay
suami.

Kedelapan, Harta warisan adalah nilai
hartawarisan yang ditinggal kan ol eh pewaris pada
saat meninggal dunia Adapun hasil yang di
kembangkan dari harta warisan merupakan harta
perkongsian antara para ahli waris dan dapat
dibagi diantara para ahli waris sesual
perbandingan bagian masing-masing.
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Kesembilan, Anak tiri yang dipelihara
sejak kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat
diberi bagian dari harta warisan berdasarkan
wasiat wajibah.

Kesepuluh, Hibah orang tua kepada
anaknya dapat dicabut. Pencabutan hibah koleh
salah seorang dari orang tua tanpa persetujuan
suami/isteri, sedangkan harta yang dihibahkan
tersebut adalah harta bersama, maka hanya %2 dari
obyek hibah sgja yang dapat dicabut, setelah
hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan
tersebut cukup beralasan. 1*°

Hasil pembahasan di Komis Bidang
Peradilan Agama menyatakan anak Yyang
dilahirkan dari hasil hubungan perzinahan berhak
mendapatkan nafkah dari ayah biologis dan
keluarga ayah biologisnya. Hal ini semata-mata
untuk memenuhi rasa keadilan, melindungi
kepentingan dan HAM anak. Hal ini juga sgjalan
dengan putusan MK vyang secara progresif
mengubah pandangan masyarakat bahwa anak
luar nikah termasuk anak hasil perzinahan hanya
memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Pada prinspnya hak atas nafkah
dilakukan secara imperatif (memaksa) bagi ayah
biologis yang mengakuinya, sehingga jika tidak

110 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rakernas Mahkamah Agung RI
Tahun 2012.
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dilaksanakan bisa terkena sanks sesuai UU
Perlindungan Anak dan UU Kekerasan dalam
Rumah Tangga.

Hasil pembahasan di Komis Bidang
Peradilan Agama ada beberapa ha lain yang
disepakati terkait persoal an perlindungan terhadap
anak. Pertama, penentuan besara nafkah iddah dan
nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan
suami dan kepatutan. Misalnya,
mempertimbangkan lamanya masa perkawinan
dan besaran take home pay suami.

Kedua, harta warisan adalah nilai harta
warisan yang ditinggalkan oleh pewaris pada saat
meninggal dunia. Adapun hasil yang di
kembangkan dari harta warisan merupakan harta
perkongsian antara para ahli waris dan dapat
dibagi diantara para ahli waris sesual
perbandingan bagian masing-masing.

Ketiga, anak tiri yang dipelihara sgjak
kecil bukan sebagai ahli waris, tetapi dapat diberi
bagian dari harta warisan berdasarkan wasiat
wajibah (yang bagiannyatidak boleh melebihi 1/3
harta warisan).

Keempat, hibah orang tuakepada anaknya
dapat dicabut tanpa persetujuan suami/isteri. Jika
harta yang dihibahkan tersebut adalah harta
bersama, maka hanya ¥z dari obyek hibah sgja
yang dapat dicabut, setelah hakim
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mempertimbangkan pencabutan tersebut cukup
beraasan.*!

Jadi, Mahkamah Agung telah menetapkan
bahwa anak yang lahir dari hasil hubungan luar
nikah berhak mendapatkan nafkah yang sama
seperti anak sah dari seorang ayah kandungnya
dan mendapatkan sebagian harta peninggal an dari
ayah biologisnya.

Melaui pemberian wasiat wajibah ini,
kepada anak yang lahir di luar perkawinan sesuai
dengan Fatwa M gjelis Ulama Indonesia Nomor 11
Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina
dan Perlakuan Terhadapnya, terdapat didalamnya
butir 5 berbunyi, “Pemerintah berwenang
menjatuhkan hukuman ta’zir lelaki penzina yang
mengakibatkan lahirnya anak yang
mewajibkannya untuk: (a) Mencukupi kebutuhan
hidup anak tersebut, (b) Memberikan harta
setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah ™.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut dapat
dismpulkan bahwa Pemerintah ingin melindungi
anak hasil zina atau anak yang lahir di luar
perkawinan agar tetap bisa mendapatkan hak
waris dari laki-laki yang telah menghamili ibunya
tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah. Oleh
karena itu, walaupun anak tersebut tidak dapat

111 Direktori Putusan Mahkamah Agung, Rakernas, Ibid.
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memiliki  hubungan nasab dengan ayah
biologisnya, namun ayahnya tetap berkewajiban
memberi nafkah untuk mencukupi kebutuhan
hidup dan memberikan sebagian hartanya setelah
ia meningga melaui wasiat wajibah2. Hal ini
merupakan penghukuman kepada laki-laki yang
telah melakukan zina hingga lahir seorang anak.
Dapat dismpulkan bahwa di negara Indonesia
sendiri, hukum mengatur tentang adanya
pemenuhan hak bagi anak hasil luar nikah secara
langsung kedudukan nasab telah diberikan bukan
hanya kepada ibunya sagja tetapi juga tanggung
jawab nafkah diberikan kepada seorang ayah'*3.

B. NegaraBrune Darussalam

1. Sekilas tentang Perundang-undangan di Brunei

Darussalam
Pada awa  perkembangannya, Brune
Darussalam dinamakan Negara Melayu Bergja, tetapi
setelah agama Islam dibawa masuk dan menjadi
pegangan dan amalan semua komponen masyarakat
yang terdapat di Brunel disebut dengan Negara Melayu

112 Mely Maria Rosalina, "Status Hukum Anak yang Dilahirkan Akibat
Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau dari Undang-
Undang Perkawinan dan Kompilass Hukum Islam”, Jurnal Hukum dan
Kemasyarakatan Al-Hikmah, vol. 3, no. 3, 2022, 781-801.

113 Rachmadi Usman dan H. Brigjen Hassan Basry Banjarmasin, "Prinsip
Tanggung Jawab Orangtua Biologis Terhadap Anak di Luar Perkawinan”, Jurnal
Konstitus, vol. 11, no.1, 2014, 168-193.
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Islam Bergja yang disingkat dengan MIB karena Rgja
dan penduduknya telah memeluk agama Islam. 4

Dalam perundang-undangan di negara Brunei
Darussalam, kata “Kanun” yang mempunyai arti
undang-undang atau hukum dan peraturan. Undang-
undang atau peraturan yang menjalankan pemerintahan
di kesultanan Brunei Darussalam adalah Hukum Qanun
Brunei Darussalam ditulis pada Pemerintahan Sultan
Hasan pada tahun 1605-1619 M dan disempurnakan
oleh sultan Jalilul Jabbar pada tahun 1619-1652
Masehi. Undang-undang Hukum Qanun Brune
digunakan negara tersebut sebelum Inggris datang.
Tahun 1847, Kesultanan Brunei berhubungan dengan
Inggris melakukan perjanjian. Perjanjian tersebut
dibuat untuk memberi kuasa pada Inggris untuk
mengendalikan kasus pertikaian yang timbul
dikalangan rakyat Inggris dengan rakyat yang ada di
Negara Brunei Darussalam pada tahun 1856. Namun
seiring berjalannya waktu, Inggris mencampuri urusan
kekuasaan Mahkamah Kesultanan Brunei
Darussalam.'®

Inggris memiliki tujuan untuk menjalain
hubungan kerja sama dalam bidang perdagangan pada
tahun 1847 Masehi. Brunei resmi masuk sebagai negara

114 Johan Septian Putra, Brunei Darussalam dan Falsafah Melayu Islam
Beraja (The First On-Publisher in Indonesia: Guapedia, 2021), 90-93.

15 A, Intan Cahyani, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam",
Jurnal Al-Qadau, vol. 2, no. 2, 2015, 147-159.
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dalam wilayah Perlindungan atau persekutuan Inggris
tahun 1888 Masehi. Sistem pemerintahan Kesultanan
Brunei Darussdam berada dibawah sistem
pemerintahan Residen dari kergjaan Inggris yang
Ketikaitu Hukum Qanun Brunei berlaku hingga tahun
1906.116

Naskah Brunel terkena dengan nama Hukum
Qonun Brunel yang memiliki 96 halaman dan terdapat
di Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunel Darussalam dan
Salinan untuk rujukan terdapat di Museum Brunei.
Naskah kedua dengan nama Undang-undang dan Adat
Brunei Lama (Old Brunei Law and custom) memiliki
68 halaman dan dismpan berada di Museum
Sarawak .Y

Isi dari Hukum Kanun Brunei Darussalam
meiputi Undang-undang Jenayah Islam yang terdiri
dari hudud, gishas, dantakzr, terdapat Undang-undang
Muamalah vyang terdiri dari jua-beli, gada,
mudharabah, dan amanah, terdapat Undang-undang
Tanah seperti Pertanian, terdapat juga Undang-undang
Keluarga seperti pernikahan dan perceraian, dan
Undang-undang Pentadbiran Mahkamah, Keterangan,

116 Ketua Pendakwa Syar’ie Kementerian and others, "Kontribusi Syariah
Dalam Pembentukan Undang-Undang di NegaraBrunei Darussalam™, Al-Risalah,
vol. 13, no. 2, 2013, 1-31.

117 Pendakwa Syar’ie Kementerian and others, Kontribusi, Ibid.
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dan acara seperti mengenai  Sultan  Brunei
Darussalam.®

Penjgjahan Inggris yang dilakukan dan
keikutsertaan dalam mengatur hukum di Brunei yang
berada dalam kewanangan Qanun Brunei yaitu hanya
bidang perdata sgja. Sebagai contoh pada tahun 1906 —
1959, Negara Brunel Darussalam dijgjah Inggeris.
Walaupun Negara Brunei berada di bawah naungan
Negara yang secara notabene ideologinya berbeda,
namun undang-undang mengenai pentadbiran agama
Islam masih tetap dapat diundangkan, seperti salah satu
aturan hukum yang dibuat yaitu Muhammad Law
Nomor 1 yang diundangkan sejak 1 Juli 1912 yang
mengatur tentang ibadah, pernikahan, dan perceraian
bagi orang Idam, Muhammad Marriage and Divorce
Nomor 2, yang diundangkan sgjak 1 Agustus 1913
dikeluarkan aturan mengenai pelaksanaan pendaftaran
perkawinan dan perceraian, Court Enactment yang
diiundangkan pada 1 Mei 1952, dan Undang-undang
Majelis Ugama dan Mahkamah-mahkamah Kadi
Nomor 20 yang diundangkan pada 1 Februari Tahun
1956 tentang semua aturan-aturan hukum islam yang
disatukan.®

18 "Kesultanan Brunei Darussalam”, Kerajaan Nusantara,
http://www.kerajaannusantara.com/id/brunei-darussalam/hukuny/,  diakses 7
Februari 2023.

119 Syamruddin Nasution dan Suhayib, "Sejarah Perkembangan Islam di
Brunei Darussalam", NUSANTARA : Journal for Southeast Asian Idamic Studies,
vol. 14, no. 1, 2018, 1-19.
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Pada tahun 1984, terjadi Revision Law’s of
Brunei dan undang-undang mengalami revis menjadi
Undang-undang Majelis Ugama dan Mahkamah Kadi
Pengga 77 meskipun hanya nama sgja yang dirubah.
Jadi, Undang-undang hanya mengatur mengenai
persoalan perkawinan, perceraian, dan pembiayaan
hidup/nafkah.'?® Dalam Undang-Undang tersebut
dalam permasalahan Hukum Keluarga Islam Brunei
diatur hanya terdapat 29 Bab yaitu dibawah aturan
Marriage and Divorce di bagian VI diawali dengan
pasad 134-156 dan dimula pasal 157-163 dari
Maintenance of Dependent bagian V11.22
Selama revisi Undang-undang Brunei Tahun
1984, UU Mgjelis Agama Idlam dan Pengadilan Kadi
1955, No. 20 juga telah direvisi dan telah mengalami
beberapa amandemen kecil. Berdasarkan persyaratan
undang-undang ini struktur Mahkamah Kadi telah
dirubah dan disusun kembali yang terdiri dari:
a) Mahkamah-Mahkamah Kadi dijalankan
oleh Kadi
b) Mahkamah Kadi Besar dipimpin oleh Kadi
Besar dan Timbalan Kadi Besar (dalam hal
ini dapat dikatakan sebagai Ketua Kadi dan
Wakil Ketua Kadi)

120 Arif Sugitanata Arif, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam",
Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, vol. 8, no. 1, 2021,
1-12.

121 A, Intan Cahyani, Ibid.
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¢) Jawatankuasa Kehakiman dipimpin oleh
Mufti Kergjaan (Mufti Pemerintah)

Untuk lebih  memperbaharui  Pengadilan
Syariah, Brunei Darussalam telah menetapkan Perintah
Darurat ( Tentang Peradilan Syariah), Tahun 1998 yang
kemudian disebut Akta Mahkamah-Mahkamah Syariah
(UU Peradilan Syariah) Penggal 184 Hukum Brunei.'??

Seiring perkembangan yang terjadi di Brunei
Darussalam, negara tersebut melakukan revisi-revisi
lanjutan mengenai hukum keluarga Idam daam
menetapkan aturan. Perintah Darurat (Undang-Undang
Keluarga Islam Brunei) tahun 1999 yang mengatur
persoalan wasiat dan yang terbaru Laws of Brune
“Islamic Family Law” yang direvis terakhir pada
tahun 2012 serta Perlembagaan Negara Brunei
Darussalam yang mengatur persoalan hibah dan masih
digunakan hingga sekarang oleh negara Brune
Darussalam.'?

2. Pengaturan Perundang-undangan Mengenai Nafkah
Anak Hasil di Luar Perkawinan
1) Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga
Islam Brunei Darussalam)
Menurut Undang-undang ini berdasarkan
pada perundangan yang berlaku di Negeri Kelantan

122 Hgji Johar bin Haji Muhammad, Kontribusi, Ibid.

123 Humaira Potabuga, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Brunei
Darussalam", Bilancia: Jurnal Sudi Ilmu Syariah dan Hukum, vol. 14, no. 1,
2020, 105-120.
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telah mengalami penyesuaian-penyesuaian dengan
kondiss Negara Brunei Darussalam. Perintah
Darurat (Hukum Keluarga Islam), 1999 merupakan
Undang-undang Hukum Keluarga yang memiliki
ketentuan  perkawinan, perceraian, nhafkah,
penjagaan, dan perkara-perkara lain berhubungan
dengan kehidupan keluarga

Definis perkawinan yang tidak sah menurut
Undang-undang Kduarga Islam Brunei Nomor 10
yang menyatakan bahwa, “sesuatu perkahwinan
adalah tidak sah melainkan jika cukup semua syarat
yang perlu, mengikut Hukum Syara’ untuk
menjadikannya sah”. Dengan kata lain menurut UU
Keluargalslam Brunei, perkawinan tidak sah adalah
suatu perkawinan yang tidak terpenuhi semua syarat
yang diperlukan ddam hukum syariah yang
menjadikannya sah.

Mengenai anak sah, ada beberapa definisi
dalam kasus yang berbeda, Pertama, Anak yang
lahir 6 bulan gamariah dari tanggal pernikahan atau
yang lahir ddam 4 tahun gamariah setelah
berakhirnya pernikahan baik karena perceraian
maupun kematian suami dan wanita tersebut belum
menikah lagi maka anak tersebut dinasabkan kepada
ayahnya yang terdahulu, namun mantan suami/laki-
laki tersebut dapat menyangkal anak itu sebagai
anaknya didepan pengadilan. Kedua, Anak yang
lahir lebih dari 4 tahun gamariah setel ah berakhirnya
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pernikahan baik akibat perceraian maupun kematian
dapat dianggap sebagai anak sah dari mantan suami
terdahulu apabiladiakui oleh mantan suami atau ahli
waris dari mantan suami tersebut. Laki-laki dan
perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah
dan melahirkan anak dalam waktu 6 bulan gamariah
dari waktu senggama sampai 4 tahun gamariah,
maka laki-laki tersebut dianggap sebagai
ayahnya124

Adapun mengenai pelaporan perkahwinan
yang tidak sah, dalam UU Keluarga Islam Brunei
Nomor 25 yang menyebutkan bahwa,

adalah menjadi kewajiban tiap-tiap orang
untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang
hal keadaan sesuatu kes dalam mana dia
berpendapat bahawa sesuatu perkahwinan
yang kena didaftarkan telah diakadkan
bersalahan dengan perintah ini.*®

Menurut UU tersebut, Setiap orang wajib
untuk melaporkan kepada Panitera tentang keadaan-
keadaan diamana dalam suatu perkara terdapat
perkawinan yang tidak sah yang tidak tercatat,
dimana menurutnya suatu perkawinan yang akan
dicatatkan dan telah dilangsungkan dengan

124 Humaira Potabuga, |bid.

125 |ihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian |11 Bab 25 Tentang Pendaftaran Perkahwinan,
(Perlembagaan Negara Brunei Darussalam, 1999).
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melanggar tata tertib, dalam ha ini sama hanya
dengan perkawinan sirri.

Undang-undang Keluarga Islam Brunei
dalam penaksiran nafkah terdapat ketentuan Bab 63,
menyatakan bahwa

Pada menentukan jumlah sesuatu nafkah
yang hendak dibayar Mahkamah hendaklah
mengasaskan penaksirannya terutama sekali
atas kemampuan dan keperluan pihak-pihak
itu, dengan mengira kadar nafkah itu
berbanding dengan pendapatan orang yang
terhadapnya perintah itu dibuat.*?®

Undang-Undang Brunei tentang jumlah
nafkah yang harus dibayar di atas, daam
menentukan jumlah tunjangan nafkah yang harus
dibayar, Mahkamah dalam hal ini disebut dengan
Pengadilan mendasarkan penilaiannya terhadap
kemampuan dan kebutuhan para pihak, dengan
menghitung tarif tunjangan sesuai dengan
penghasilan orang yang kepadanya surat perintah
dibuat.

Mengenai Kewajiban menanggung nafkah
anak telah diatur dalam Undang-Undang Keluarga
Islam Brunei Darussalam V1 Bab 75 (1) menyatakan
bahwa,

126 |ihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 63 Tentang Nafkah I steri, Anak dan Lain-
Lain.
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Kecuali jika sesuatu perjanjian atau perintah
Mahkamah memperuntukkan dengan cara
lain maka adalah menjadi kewajipan
seseorang lelaki menanggung nafkah anak-
anaknya, sama ada mereka berada dalam
jagaannya atau dalam jagaan mana-mana
orang lain, sama ada dengan mengadakan
bagi mereka tempat tinggal, pakaian,
makanan, rawatan perubatan dan pelajaran
sebagaimana yang munasabah memandang
kepada kemampuan dan taraf kehidupannya
atau dengan membayar kosnya.'?’

Kewagjiban untuk menafkahi anak telah
diatur dalam Undang-undang di atas, yang
menjelaskan bahwa kewgjiban seorang laki-laki
untuk menghidupi anak-anaknya, baik mereka
daam pengasuhan orang lain, baik dengan
menyediakan mereka tempat tinggal, pakaian,
makanan, pengobatan, dan pendidikan yang wajar
dengan mempertimbangkan kemampuan dan
standar hidupnya atau dengan membayar biaya
kebutuhan anak. Selanjutnya dalam UU Bagian VI
Bab 75 Nomor (2) berbunyi,

Kecuali sebagaimana yang disebutkan
sebelum ini, adalah menjadi kewajiban
seseorang yang bertanggungan di bawah
Hukum Syara’, supaya menanggung nafkah
atau memberi sumbangan untuk nafkah

127 Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 1 Tentang Nafkah Isteri, Anak
dan Lain-Lain.
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kanak-kanak jika bapa kanak-kanak itu telah
mati atau tempat dimana bapanya berada
tidak diketahui atau jika dan setakat mana dia
tidak berupaya menanggung nafkah
mereka.’®

Dalam hal ini dijelaskan kecuali seperti apa
yang telah disebutkan sebelumnya, Kewajiban
seseorang bertanggung jawab berdasarkan hukum
syariah untuk menanggung biaya nafkah atau
memberi sumbangan untuk anak, apabila ayah
dalam hal ini salah satu orang tua anak yang telah
meninggal dunia atau  tidak  diketahui
keberadaannya, maka kewagjiban menanggung
nafkah ditentukan dalam hukum syariah.

Dalam Undang-Undang Keluarga Islam
Brunei Nomor 76, tentang Kekuasaan Pengadilan
untuk memerintahkan memberikan kebutuhan
nafkah bagi anak dalam hal ini menjelaskan bahwa,

Pertama, Pengadilan sewaktu-waktu dapat
memerintahkan seorang laki-laki untuk membayar
nafkah bagi salah satu anaknya, jika:

a) seorang laki-laki tersebut telah menolak atau
gagad memenuhi kebutuhan anak secara
wajar,

128 | jhat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Idam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 2 Tentang Nafkah Isteri, Anak
dan Lain-Lain.
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b) jikalaki-laki tersebut menelantarkan istri dan
anaknya yang berada dalam hak asuhnya,

c¢) masih dalam masa menunggu hasil proses
perkawinan, atau

d) saat membuat atau setelahnya perintah untuk
menempatkan anak dalam pengasuhan orang
lain.

Kedua, Pengadilan memiliki wewenang
yang sama untuk memerintahkan seseorang yang
dapat bertanggung jawab menurut hukum syara’
untuk membayar dan memberikan nafkah untuk
pemeliharaan dan kebutuhan anak dengan
memepertimbangkan kemampuannya secarawagjar.

Ketiga, suatu perintah dimana berdasarkan
ayat yang pertama atau yang kedua dapat
memerintahkan agar pembayaran nafkah dilakukan
kepada orang yang memelihara atau mengasuh dan
memenuhi kebutuhan anak atau kepada wali anak
tersebut.'?®

Dalan Bagian VI Bab 83, Nomor 1
mengenai kewajiban menanggung nafkah anak yang
tidak sah atau dapat dikatakan anak yang lahir
merupakan anak di luar perkawinan, dimana
seorang ibu jika enggan memberi nafkah, berbunyi,

129 Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian VI Bab 76 Nomor 1, 2, 3 Tentang Nafkah I steri,
Anak dan Lain-Lain.
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Jika seorang perempuan cuai atau enggan
menanggung nafkah seorang anaknya yang
tidak sah taraf yang tidak berupaya
menanggung nafkah dirinya, melainkan
seorang kanak-kanak yang dilahirkan akibat
dirogol, Mahkamah boleh, apabila hal ini
dibuktikan dengan sewajarnya,
memerintahkan perempuan itu supaya
memberi apa-apa nafkah yang difikirkan
munasabah oleh mahkamah.**°

Hal tersebut memberi penjelasan bahwa
apabila seorang ibu menelantarkan anak atau tidak
mau memelihara kebutuhan nafkah anak luar kawin,
selain  anak yang dihasilkan dari  korban
pemerkosaan, Mahkamah dalam hal ini disebut
Pengadilan memerintahkan ibu dari anak tersebut
untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana
menurutnya wajar dengan dibuktikan pembuktian
secara sah.

Undang-Undang Bab 83 Nomor (2), bahwa
nafkah dibawah bab ini harus dibayar mulai dari
tanggal kelalaian atau penolakan untuk membayar
nafkah yang telah ditentukan oleh Pengadilan.

Maka apabila seorang ibu menolak untuk
memberikan pemeliharan dan kebutuhan nafkah
bagi anak yang tidak sah atau anak yang diperoleh
dari luar perkawinan, maka kewsjiban tersebut

130 |_jhat Perintah Darurat (UU Keluargalsiam) Brunei Darussalam Tahun
1999 Bagian VI Bab 83 Nomor 1 Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain.
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berpindah kepada waris ibu, dalam hal ini keluarga
ibu. Ayah biologis tersebut tidak memiliki
kewagjiban memberi nafkah yang menyebabkan
kelahiran anak tersebut.

Pengakuan anak yang dilahirkan di luar
perkawinan dapat disahkan secara hukum di negara
Brunei Darussalam dalam UU Keluarga Islam telah
diatur Bagian VIII Bab 116 Nomor 1 Tentang
Perintah Kesahtarafan Anak, dengan memenuhi
Syarat-syarat berikut.**!

a) tidak ada orang lain yang dianggap sebagai
ayah dari anak tersebut,

b) perbedaan umur laki-laki dan umur anak
merasionalisasikan hubungan antara mereka
sebagai ayah dan anak,

c) jikaanak itu telah baligh, dan anak itu telah
menyetujuinya untuk diakui sebagai anak
laki-laki itu,

d) laki-laki dan ibu dari anak tersebut dapat
menikah secara sah pada saat inseminasi,

e) Pengakuan tersebut tidak semata-mata
mengakui anak tersebut sebagai anaknya,
tetapi bahkan mengakui anak tersebut sebagai
anak sahnya,

f) priaitu mampu membuat kontrak,

131 Lihat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Brunei
Darussalam Tahun 1999 Bagian VIII Bab 116 Nomor 1 Tentang Perintah
Kesahtarafan Anak.
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g) pengakuan itu dibuat dengan maksud yang
jelas untuk memberi legitimasi, dan

h) pengakuannyajelas artinya dan anak tersebut
diakui sebagai anak kandungnya

Dan setdlah dilakukan pengakuan atau
pengukuhan tentang hubungan sebagai ayah dan
anak atau tentang keluarga atau kekerabatan, maka
pengakuan atau pengukuhan tersebut tidak dapat
dicabut kembali.**?

2) Law of Brune Chapter 217
Peraturan dalam Undang-Undang
Keluarga Idlam Brunei yang terbaru yaitu Law of
Brunei Chapter 217 yang membahas mengenai
perkawinan

Assessment of maintenance.

63) In determining the amount of any
mai ntenanceto be paid, the Court shall base
its assessment primarily on the means and
needs of the parties, by taking into
consideration the proportionate amount of
mai ntenance compared to the income of the
person against whom the order is made.**®

132 |jhat Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) Tahun 1999
Bagian VIII Bab 120 Tentang Perintah K esahtarafan Anak

133 Lihat "Laws Of Brunei Chapter 217 Iamic Family Law" Part VI
Section 63 About Maintenance of Wife, Children and Others, Revised Edition,
2012.
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Dijelaskan didalamnya bahwa mengenai
pemenuhan pemeliharaan, penentuan jumlah
pemeliharaan yang harus dibayar, Mahkamah
mendasarkan penilaiannya terutama pada sarana
dan kebutuhan para  pihak, dengan
mempertimbangkan jumlah proporsional
pemeliharaan dibandingkan dengan penghasilan
orang yang menjadi sasaran perintah yang telah
dibuat. Dengan ini maka Pengadilan memberikan
kadar jumlah untuk pemenuhan nafkah bagi
kebutuhan keluarga dengan mempertimbangkan
sesua dengan kemampuan.

Diterangkan mengenai kewajiban
memelihara anak, dinyatakan bahwa,

(1) Except where an agreement or order of
Court otherwise provides, it shall be the
duty of a man to maintain his children,
whether or not they are in his custody,
either by providing them with such
accommodation, clothing, food, medical
attention and education as are
reasonable having regard to his means
and status in life or by paying the cost
thereof.

(2) Except as aforesaid, it shall be the duty
of a person liable under Hukum Syara’,
to maintain or contribute to the
maintenance of children if their father is
dead or hiswhereabouts are unknown or
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if and in so far as he is unable to
maintain them.*3*

Diterangkan dalam  Undang-Undang
Keluarga Issam mengenai kewajiban memelihara
anak. merupakan kewagjiban seorang laki-laki
untuk memelihara anak-anaknya, baik mereka
berada dalam pengawasannya maupun tidak, baik
dengan menyediakan bagi mereka tempat tinggal,
pakaian, makanan, perhatian medis dan lesamyang
wagar dengan memperhatikan sarana dan status
hidupnya atau dengan membayar biayanya. Dan
merupakan kewgjiban orang yang bertanggung
jawab menurut Hukum Syara, untuk memelihara
atau menyumbang untuk pemeliharaan anak-anak
jika ayahnyatelah meninggal atau keberadaannya
tidek diketahui atau jika dan segjauh ia tidak
mampu. untuk memelihara mereka.

Daam Undang-undang Nomor 83 telah
diatur mengenai kewajiban memberi kebutuhan
untuk anak hasil di luar perkawinan.

(1) If a woman neglects or refuses to
maintain her illegitimate child who is
unable to maintain himself, other than a
child born as a result of rape, the Court
may, upon due proof thereof, order her
to make such maintenance as it thinks
reasonable.

134 Lihat “Laws Of Brunei Chapter 217 Islamic Family Law" Part VI
Section 75 About Maintenance of Wife, Children and Others, Revised Edition.
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(2) Maintenance under this section shall be
payable from the date of commencement
of the neglect or refusal to maintain or
from such later date as may be specified
in the order .**®

Telah diatur dalam Undang-Undang
tersebut, bahwa kewsgjiban memelihara anak di
luar nikah. Apabila seorang ibu menelantarkan
atau menolak memelihara anaknya yang tidak sah
yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri,
selain anak yang lahir sebagai akibat perkosaan,
Pengadilan dapat, berdasarkan pembuktian yang
sah, memerintahkannya untuk  melakukan
pemeliharaan sebagaimana menurutnya wajar.

Daam Undang-Undang Keluarga Idam
(Law of Brunei Chapter 217) Tahun 2012 yang
telah memuat beberapa revisi, dalam ha ini
kewsajiban nafkah anak hasil di luar perkawinan
masih sama dengan Undang-Undang Keluarga
Isam Tahun 1999 (Perintah Darurat) yakni
dibebankan kepada seorang perempuan yang telah
melahirkannya atau dapat dikatakan ibu
kandungnya.

135 " aws of Brunei" Part VI Section 83 About Maintenance of Wife,
Children and Others, Revised Edition.



BAB IV
ANALISISPENGATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN NEGARA INDONESIA DAN BRUNEI
DARUSSALAM TENTANG NAFKAH ANAK HASIL
DI LUAR PERKAWINAN

A. Tinjauan Hukum Idam Pengaturan Perundang-
undangan di Indonesia dan Brunei Darussalam

Mengenai Kewgjiban orang tua menangung
nafkah anak yang lahir di luar perkawinan, di negara
Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, karena di KHI, dan Undang-Undang Perkawinan
maupun hanya diatur mengenai hak-hak seorang anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang sah.

Tahun 2012, Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung Rl didadamnya terdapat nafkah anak luar
perkawinan, anak yang dilahirkan dari hasil zina sebaiknya
untuk memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta
hak asas anak menerapkan pendapat Mazhab Hanafiah
dimana anak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak
ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya. Dan ayah
biologis dituntut untuk memberi tanggung jawab bagi
nafkah anak luar perkawinan yang bersifat memaksa.
Meskipun dalam ketentuannya tidak semua dapat
dikabulkan oleh Pengadilan.

Negara Brune Darussadlam dalam Undang-
Undang Keluarga Islam Tahun 1999 dan Laws Of Brunei

95



96

Tahun 2012 terdapat kewajiban nafkah anak luar
perkawinan secara tertulis. Didalam Undang-Undang
tersebut menjelaskan bahwa anak luar perkawinan
ditanggung kepada ibu dan keluarga ibunya. Seorang ayah
terlepas dari tanggung jawab tersebut.

Apabila sepasang kekasih melakukan hubungan
suami istri di luar perkawinan sah, jika seorang perempuan
tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak yang
diperoleh dari hasil di luar perkawinan, makadalam keadaan
tersebut ayah biologis tidak terikat dengan anak nasabnya
dan tanggung jawab nafkah untuk anak tersebut tidak wajib
dan terlepas.

Adapun daam  Pembaharuan  Peraturan
Perundang-Undangan Brunei Darussalam yang telah
direvis tidak berbeda dengan UU yang lama, yakni Laws of
Brunel yang didalamnya mengatur bahwa anak luar
perkawinan nafkahnya ditanggung oleh ibu dan keluarga
ibu.

Dalam Hukum Islam, perkawinan tidak hanya
dipandang sebagai media merealisasikan syari’at Allah agar
memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat, tetapi juga
merupakan sebuah kontak perdata yang akan menimbulkan
hak dan kewajiban. Islan mewajibkan suami untuk
memberikan nafkah kepada istrinya, istri wajib taat kepada
suami tinggal di rumah mengurus rumah tangga serta
memelihara mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami
bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri
dan anak-anaknya. (Muallim et al, 2022)
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Pada dasarnya kewajiban memberi nafkah kepada
anak-anak dan istri adalah tanggung jawab suami. Hal ini
berdasarkan firman Allah SWT Sebagaimana berikut.

% i £'° °/° ] £/5 AR ‘ 1 o}axo 1~
LIS Y S5l NETEXT c;é—;); e il e

Gatd V) fik
”Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian
mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak
dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya”
(QS. Al-Bagarah (1): 233)

Berdasarkan nas tersebut diatas jelas bahwa
seorang ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-
anaknya. Kewgjiban tersebut berasaskan 3 faktor, yakni
perkawinan, keturunan, dan pemilikan. Dalam konteks anak
di luar perkawinan, nafkah terletak tanggung jawab dari ibu
karena hubungannya dengan ayah telah terputus.

Perzinaan menurut hukum Islam merupakan
perbuatan yang mengandung dosa besar. Secara yuridis,
dalam Islam, jenis hukuman zina (hadd) terbagi menjadi
tigae hukuman rgjam, dera, dan pengasingan (penjara).
Karena beratnya konsekeunsi dan hukuman bagi pelaku
zina, Idam memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam
pembuktiannya.
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“perempuan pezina dan laki-laki pezina, cambukiah
masing-masing dari keduanya seratus kali pukulan,
dan janganlah belas kasihan kepada keduanya
mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,
Jika kamu beriman kepada allah, dan hari akhirat,
dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka
disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang
beriman. “ (QS An-Nur (24) : 2)

Al-Qurthubi mengatakan, Kata “zaniyah“ (wanita
pezina) lebih didahulukan dalam ayat di atas karena aib
pezinaitu lebih melekat pada diri wanita. Mengingat mereka
seharusnya lebih tertutup dan berusaha menjaga diri, maka
para wanita pezina disebutkan lebih awal sebagal bentuk
peringatan keras dan perhatian besar bagi mereka. (Al-Jami’
li Ahkam-Al-Quran, 12:160)

Waaupun perzinaan tidak dalam ikatan
perkawinan sah, tetapi dalam ha tanggung jawab bagi
pezina apabila terdapat anak yang dilahirkan, maka
pemenuhan kebutuhan bagi anak tersebut terletak pada
kewgjiban kedua orang tua kandungnya.

Dalam ha ini dilatarbelakangi  adanya
perlindungan bagi hak anak terpenuhi. Karena menurut
pandangan Islam setiap manusiayang lahir di mukabumi ini
dalam keadaan fitrah yakni asal kejadian yang suci dan
murni. Manusia terlahir dalam keadaan bersih tanpa
mempunyai dosa, walaupun orangtua yang melahirkannya
mungkin telah berbuat dosa. Dalam firman Allah SWT :
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“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa
orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat
dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul
bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun,
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan
hanya orang-orang yang takut kepada (azab)
Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan
mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa
menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan
diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada
Allah-lah tempat kembali.” (Q.SAl-Fatir (35): 18)

Salah satu konsep penting dan fundamental yang
menjadi pokok bahasan dalam Islam yaitu konsep Magasid
Syariah. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan
menjadi acuan dasar dalam keberidaman. Konsep Magasid
Syari’ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus
menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan
menolak mudarat. (Musholli, 2018)

Menurut perspektif Figh, Mazhab Hanafi, anak
zina masih memiliki nasab hakiki dengan ayah biologis,
akan tetapi secara hukum telah terputus. Namun, demikian
bapak biologis tetap dianjurkan untuk memberi nafkah
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kepada anak tersebut, akan tetapi hal tersebut bukan
suatu kewajiban.

Mazhab Asy-Syafi’i berpendapat bahwaanak hasil
zina tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak
biologisnya secara mutlak. Oleh karena itu, bapak biologis
tidak memiliki kewgjiban ataupun dianjurkan untuk
memberikan nafkah kepada anak tersebut. Mazhab Hanafi
dan Asy-Syafi’i sependapat dalam hak nasab, bahwa nasab
anak hasil zina telah terputus dari ayah biologisnya. Akan
tetapi, Mazhab Hanafi mengakui akan adanya nasab hakiki.

Persamaan antara keduanya, yaitu dalam hal
kewarisan, bahwa anak di luar nikah tidak mewaris dari
bapak biologisnya, melainkan hanya kepada ibu, dan
keluargaibunya. Anak di luar nikah juga tidak memperoleh
hak nafkah dari bapak biologisnya. Adapun dalam
perwalian, bapak biologisnyatidak berhak menjadi wali dari
anak luar nikahnya, namun yang menjadi wali
adalah wali hakim.

Berdasarkan keterangan di atas, anak yang lahir
hasil zina akan mempunyai akibat sebagai berikut:

1. Tidak adanya hubungan nasab dengan bapaknya.
Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya.

2. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada
anak itu, namun secara biologisiatetap anaknya. Jadi
hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi,
bukan secara hukum.
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3. Tidak ada saling mewarisi dengan bapaknya, karena
hubungan  nasab  merupakan  salah  satu
penyebab kewarisan.

B. Komparas Perundang-undangan di Indonesia dan
Brunel Darussalam tentang Nafkah Anak Luar
Perkawinan
1. Persamaan Pengaturan Perundang-undangan di

Indonesia dan Brunei Darussalam

Negara Indonesia dan Negara Brunei
Darussalam memiliki kesamaan berkaitan dengan hak
nafkah anak hasil di luar perkawinan, Persamaan
peraturan perundang-undangan kedua negara ini
terletak pada kewajiban memberi nafkah anak hasil di
luar perkawinan yang telah disahkan. Pemberian
nafkah anak telah diatur didalam hukum islam,
dimana kewajiban menanggung nafkah keuarga
ditanggung oleh seorang suami. Kewajiban ayah
sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas
nafkah keluarganya, baik itu istri dan anak-anaknya.

Sama seperti Indonesia yang mayoritas
penduduknya menganut agama Islam dengan
Mazhab Syafi’i, di Brunei juga demikian. Konsep
akidah yang dipegang Brunel Darussalam adalah
Ahlussunnah  wajamaah. Bahkan, sgak
memproklamasikan diri sebagai negara merdeka,
Brunel telah memastikan konsep "Melayu Islam
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Beraja” sebagai falsafah negara dengan seorang
sultan sebagai kepala negaranya. Dan, Brunei
merupakan salah satu kergjaan Idam tertuadi Asia
Tenggara dengan latar belakang sgarah Ilam
yang gemilang.

Negara Indonesia memiliki pasal 41 huruf a
Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi,
“melindungi kepentingan anak dengan mewajibkan
bapak atau ibu dari seorang anak untuk tetap
memelihara dan mendidik anak”. Pasal tersebut
mengenai kewagjiban orang tua untuk memberikan
kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan bagi si anak.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 tentang
Perkawinan berbunyi “1) Kedua orang tua wajib
memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-
baiknya, 2) Kewgjiban orang tua yang dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin
atau dapat berdiri sendiri, kewgjiban mana berlaku
terus  meskipun  perkawinan antara  kedua
orang tuaputus”,

Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami
Isteri Pasal 77 (3) Kompilasi Hukum Islam yang
berbunyi, ”Suami isteri memikul kewajiban untuk
mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik
mengenai  pertumbuhan jasmani, rohani maupun
kecerdasannya dan pendidikan agamanya”. Itu
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merupakan kewagjiban dari orang tua memenunhi
kebutuhan anak-anak.

Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 26 Ayat 1 Tentang
Perlindungan Anak yang berbunyi, “Orang tua
berkewgjiban dan bertanggung jawab untuk:
mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah
terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”.

Negara Brunei Darussalam memiliki
Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam
Tahun 1999 Bagian VI Bab 75 Nomor 1 yang
men;j el askan bahwa kewajiban seorang laki-laki untuk
menghidupi anak-anaknya, baik mereka dalam
pengasuhan orang lain, baik dengan menyediakan
mereka tempat tinggal, pakaian, makanan,
pengobatan, dan pendidikan yang wajar dengan
mempertimbangkan  kemampuan dan  standar
hidupnya atau dengan membayar  biaya
kebutuhan anak.

Law Of Brunei Chapter 217 Bagian VI Bab
75, telah diatur mengenai kewajiban seorang ayah
yang menanggung hafkah untuk keluarganya
Peraturan Perundang-undangan kedua negara sama-
sama mengatur kewajiban suami sebaga kepala
rumah tangga dengan memberikan hak kepada istri
dan anak-anaknya.
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Bagi nafkah anak luar perkawinan yang
telah disahkan menjadi anak sah dari perkawinan
yang sah, di negara Indonesia memiliki hak nafkah
secara terpenuhi oleh ayah biologisnya. Dengan
dibuktikan dengan aat bukti yang sah ke Pengadilan
bahwa ayah tersebut memiliki hubungan biologis
dengan anak nya. Dan Ketika anak tersebut telah
disahkan, maka ayah biologis wajib memberikan
pertanggung jawaban berupa memenuhi kebutuhan s
anak sampai ia dapat berdiri sendiri (dewasa).

Negara Brunel  Darussalam, dalam
pengaturan perundang-undangan, Perintah Darurat
(UU Keéuarga Islam) Tahun 1999, Bahagian VIII
Tentang Perintah Kesahtarafan Anak, disebutkan
bahwa anak yang diakui oleh kedua pihak bahwa anak
tersebut adalah anak sahnya. Dan setelah dilakukan
pengakuan atau pengukuhan tentang hubungan
sebagai ayah dan anak atau tentang keluarga atau
kekerabatan, maka pengakuan atau pengukuhan
tersebut tidak dapat dicabut kembdi. (UU Keluarga
Islam Tahun 1999 Bahagian VIII Nomor 120)

Perbedaan Pengaturan Perundang-undangan di
Indonesia dan Brunei Darussalam

Perbedaan pada kedua negara tersebut
terletak pada undang-undang yang mengatur
kewgjiban menafkahi anak luar perkawinan,
Indonesia dalam Undang-Undang Perkawinan tahun



105

1974 dan KHI tidak tertulis tentang kewajiban
memberi nafkah kepada anak hasil zina, dengan
Undang-Undang Perkawinan yang telah diperbaharui
tahun 2019 juga tidak mengatur tentang hal itu.

Dalan KHI yang digunakan negara
Indonesia dalam mempertimbangkan hukum tidak
mengatur tentang adanya kewsgjiban pemberian
nafkah bagi anak hasil zina. Namun KHI menjelaskan
kedudukan anak luar perkawinan bahwa anak tidak
sah mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga
ibunyasgja

Adapun pembaharuan hukum tentang
kewajiban ayah biologis memberikan nafkah anak,
Rakernas tahun 2012 telah mengeluarkan kebijakan
yang beris mengenai anak luar perkawinan yang
mendapat hak yang sama seperti pada anak sah
lainnya. Anak luar perkawinan hasil zina dengan
memenuhi rasa keadilan dan kepentingan anak serta
hak asas anak berhak mendapat nafkah dari ayah
biologis dan keluarga ayah biologis dengan
menerapkan pendapat Madzhab Hanafiah.

Negara Brunei dalam Undang-undang
Keluarga Islam telah diatur mengenai kewajiban
menafkahi anak luar perkawinan. Hal ini terdapat
pada nomor 83 ayat 1 yang mengatur bahwa seorang
perempuan apabila tidak ingin atau enggan dan
menolak memelihara anak yang dihasilkan di luar
perkawinan, Pengadilan memerintahkan bagi seorang
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perempuan itu untuk memberikan nafkah sesuai
dengan kemampuan s ibu. Seorang laki-laki yang
telah menghamili perempuan tersebut tidak memiliki
tanggung jawab menafkahi anak tersebut, karena
dalam ha ini dibebankan nafkah anak hasil di luar
perkawinan kepada seorang ibu dan keluargaibu.

Pembaharuan Undang-undang Keuarga
Islam Brunei atau sekarang disebut dengan “Laws of
Brunei” tahun 2012 juga membebankan biaya nafkah
anak hasil di luar perkawinan oleh ibu dan keluarga
ibu. Hal ini tidak jauh berbeda dari undang-undang
brune yang terdahulu dalam Undang-Undang
Keluargaldam Brunei Darussalam Tahun 1999.

Berdasarkan hal tersebut, banyak seorang
perempuan yang menjadi korban, karena sdlain
mengurus  rumah  tangganya, mereka juga
menggantikan peran seorang suami untuk mencari
nafkah anak-anaknya.

Lebih lanjut penjelasan terhadap peraturan
Perundang-undangan tentang nafkah anak luar kawin
di negara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam
pembagian tabel sebagai berikut.



Tabel. 1

107

Perbandingan UU Indonesia dan Brunei Darussalam

Perbandingan

Negara Indonesia

Negara Brunei
Darussalam

Persamaan

Kedua peraturan perundang-undangan tentang
nafkah anak di luar perkawinan yang telah
disahkan menjadi anak sah.

Daam hukum Islam kedua negara memberikan
penerapan tentang hak nafkah anak hasil zina

dapat terpenuhi.

Perbedaan

Kewajiban Ayah Biologis M enanggung Nafkah Anak Luar Perkawinan

Rakernas Mahkamah
Agung RI, bahwa
nafkah  anak luar
perkawinan dapat
ditanggung oleh ayah
biologisnya  apabila
dibuktikan dengan alat
bukti yang kuat dan
menggunakan

teknologi pengetahuan.

UU Keluarga Idam
Brunei tahun 1999 dan
Laws Of Brunei tahun
2012 diatur nafkah
anak hasil luar
perkawinan hanya
ditanggung oleh ibu
dan keluarga ibu sgja.
(Bahagian VI Bab 83
Nomor 1)

Nafkah Anak Luar
Perkawinan tidak
tertulis didalam
Peraturan Perundang-
undangan

Nafkah Anak Luar
Perkawinan tertulis
dalam Peraturan
Perundang-undangan
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Ditinjau dari Perspektif Figih tentang
kedudukan anak luar perkawinan, jika pembahasan
nasab anak, tidak terlepas dari pembahasan anak yang
dilahirkan. Agama lslam memposisikan anak sebagai
amanah Allah SWT sehingga anak merupakan
manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak
bisa dihilangkan dengan alasan apapun, anak ialah
aliran dari air dan darah orang tuanya (Badri, 2014).

“Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir
dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id
bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata;
Rasulullah shallallahu ‘'alaihi  wasallam
bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Idam,
barang siapa yang telah berzina pada masa
jahiliyah maka ia telah mendapatkan
bagiannya. Barang siapa yang mengklaim
seorang anak bukan dari pernikahan yang sah
maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”.
(HR. Ahmad).

Hadits di atas menjelaskan pada dua hal
sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram
kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya
mendapatkan unsur kemahraman tersebut. (Siti
Nurbaeti, 2018)

Di sis lain, justru antara anak dengan
ayahnya yang berzina tidak saling mewaris,
meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Ibn
al-Qayyim memandang anak zinamemiliki hubungan
darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah.

(Siti Nurbaeti, 2018)
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Ibn al-Qayyim beralasan hubungan mahram
ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun
kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai
ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda
dengan ketetapan keperdataan anak, misalnyawarisan
anak bisaterputus ketikaiadiketahui telah membunuh
atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga
penghalang warisan adalah karena hubungan zina
(Oscar Maulana, 2020)

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada
juga ayah alami yang memberikan nafkah kepada
anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya
hanya bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang
dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah
terhadap anak sah. Oleh karenaitu anak tersebut tidak
mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari ayah atau
bapak alami. (Siti Nurbaeti, 2018)

Menurut  Wahbah  Zuhaili  tentang
kedudukan nasab bahwa anak dengan seorang ibu
secara dami telah mempunyai hubungan nasab dari
setigp sSs kelahiran, jika dikaitkan dengan
pemenuhan nafkah anak hasil hubungan luar
perkawinan adalah sah, maka baik dari hal waris
maupun pemenuhan kebutuhan hidup masing-masing
mempunyai hubungan timbal balik,

Kaitannya dengan anak yang lahir hasil
hubungan di luar pernikahan, ulama sepakat bahwa
antara anak dengan seorang ayah terputus nasabnya,
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sehingga hak-hak keperdataannya juga terputus, baik
hal waris dan nafkah. Negara Brunel Darussalam
memiliki kesamaan ketentuan tersebut dalam
Peraturan Perundang-undangan bahwa tanpa adanya
ikatan perkawinan, nasab anak hanya akan sampai
kepadaibu dan keluargaibu begitu juga hal waris dan
nafkah.

Oleh karenaitu status anak tersebut menurut
hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan
ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib
memberi nafkah anak tersebut adalah ibunya dan
keluarga ibunya sgja. Dari penjelasan di atas, penulis
menyimpulkan sebagaimana berikuit.

Pertama, Nafkah anak harus lah terpenuhi
karena dengan melihat sebagai magashid syariah
dengan hifdzun nad (menjaga keturunan). Hifdzun
Nadl berkaitan hal ini merupakan Anak yang lahir di
luar perkawinan mendapatkan perlindungan yang
sempurna  berkaitan dengan “hifdzun  nadl”
(pemeliharaan keturunan). Apabila dalam memenuhi
kebutuhan s anak tidak terealisasikan, maka dapat
menghambat masa depan bagi s anak. Anak perlu
mempertahankan hak-haknya.

Kedua, karena dalam permasalahan ini,
yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut
adalah dari laki-laki dan perempuan pezina, maka
anak berhak atas hak nafkah dari seorang laki-laki
yang telah mengakui bahwaanak tersebut adal ah anak
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kandungnya, dan tanggung jawab tersebut menjadi
tanggung jawab ayah dan ibu. Seorang anak hanya
menjadi korban atas apa yang telah orang tuanya
perbuat. Kewajiban menafkahi menjadi tanggung
jawab kedua orang tua meskipun dalam hal ini ayah
biologistidak mempunyai keterikatan perdata dengan
anaknya.



BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penelitian tersebut, rumusan masal ah dapat
terjawab dengan baik dengan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, Negara Indonesia tidak diatur dalam
perundang-undangan. Rakernas Mahkamah Agung RI
tahun 2012, berisi salah satu nafkah anak luar perkawinan,
dimanaanak hasil zina berhak mendapat nafkah dari pihak
ayah biologis dan keluarganya. Ayah biologis dapat di
tuntut atas hak nafkah anak luar perkawinan yang bersifat
memaksa. Meskipun dalam ketentuannya tidak semua
dapat dikabulkan oleh Pengadilan.

Akibat hukum dari peristiwa kelahiran karena
kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksua
antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki,
adalah hubungan hukum di dalamnya terdapat hak dan
kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya
meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak dengan
seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena
adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga
didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah
antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayahnya.

Negara Brune Darussadlam dalam Undang-
Undang Keluarga Islam Tahun 1999 dan Laws Of Brunei
Tahun 2012 terdapat kewsgjiban nafkah anak luar
perkawinan secara tertulis. Dalam UU tersebut

112
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menjelaskan bahwa anak luar perkawinan ditanggung
kepada ibu dan keluarga ibunya. Seorang ayah terlepas
dari tanggung jawab tersebut.

Apabila sepasang kekasih melakukan hubungan
suami istri di luar perkawinan sah, jika seorang perempuan
tersebut telah hamil dan melahirkan seorang anak yang
diperoleh dari hasil di luar perkawinan, maka daam
keadaan tersebut ayah biologis tidak terikat dengan anak
nasabnya dan tanggung jawab nafkah untuk anak tersebut
tidak wajib dan terlepas.

Adapun daam  Pembaharuan  Peraturan
Perundang-Undangan Brunei Darussalam yang telah
direvis tidak berbeda dengan UU yang lama, yakni Laws
of Brunei yang didalamnya mengatur bahwa anak luar
perkawinan nafkahnya ditanggung oleh ibu dan kdluarga
ibu.

Kedua, Negara Indonesia dan Negara Brune
memiliki kesamaan dimana nafkah anak di luar
perkawinan mendapat haknya bilatelah terjadi pengakuan
ayah biologis terhadap anaknya, walaupun memiliki
kesamaan, hal tersebut berbeda mengenai hukum negara
yang diterapkan dimasing-masing negara.

Negara Indonesia dan Brune Darussalam
memiliki ketentuan dalam UU yang telah diterapkan
perihal  kewgiiban menanggung nhafkah anak luar
perkawinan, namun perbedaan ini tidak jauh dari
kebutuhan seorang anak terlepas status mereka sebagai
anak luar perkawinan atau anak dari perkawinan yang sah.



114

Nafkah untuk anak haruslah terpenuhi, karena anak
merupakan tanggung jawab setiap orang tua. Dan apabila
orang tuatersebut tidak dapat memberikan kebutuhan yang
layak untuk anak, maka nafkah dapat berikan sesuai
dengan kemampuan orang tua, selama hak anak dapat
terpenuhi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa

permasalahan yang belum terpecahkan, sehingga peneliti

mengajukan beberapa saran. Saran tersebut sebaga
berikut.

1. Peraturan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
tidak secarajelas mengatur tentang nafkah anak hasil
luar perkawinan dan sebaiknya peraturan itu harus
mendapat  penjelasan  lebih  lanjut  tentang
permasal ahan nafkah anak.

2. Peraturan Perundang-undangan di Brunei Darussalam
secara jelas mengatur nafkah anak hasil luar
perkawinan, tetapi tidak secara rinci menjelaskan
siapasajayang berhak nafkah itu diberikan dilihat dari
status anak.
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nafinh sentorang mmibogs joeg tilak sk el geeg lilak berugena
meenAngEung rafkad dirnp, melalnhas seueeg kanak-kanak yang
diiakickns  akihat  dirogl, Slei ik bolek  spahils kel ini
ibbrabiikoni . dimgan  wresjeeapd, oemicrimishhen  perompuan i
imﬂﬂtﬂlpmﬂﬂyuﬂrﬂﬂh‘hﬂm-ﬂth
5 !

Ml Hmmmmmmﬂnmmmw
darl issfah Eswmndanys kecuslan stau keengganan mEnagauag
naflisih (i winy myokd dari seat tasikh g kemadan prhagaimana
e tnusghin dinywisien Salen periasah .

M, (] Dengan Hdaxr memphirmikar  perunbakaneperimibakes
sheung undsrgundang berinks pisy berfdwunes, Mabbaras sms
Pkl yorg mempeasdapl perintah nalkah i dibeal
i peiagn aTeng sesebal, boleh membori sets perininh whare
sk en
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[ Buadm penmolionsn  Dagl soEll  perdnie®  abanan
peralspatan Defigs bkl A dalim perbicarsin G ming helu
perintah aafkeh dipchonkan ston delsm moermem parbocyman
krmudisnmm

B 1) Bumnw perinuh ubanay pendepaes (enige Beadaklsh
mengwalkan orng ey baginge perinish yang berkenaas Tie
darabknn, iy sespmang pang pada perdapat Mahbkamah adnlb
pebaggel inahan pebab Hend MELL, SURGE membr pembaTans
Garipudn pendipatin lerag pibak kend unbid Yary kens dibdyar
keparts pihak reernmnie wetuk meanarchi paintsh ko,

mh“[mdwmhm
peeimah mahenan pendapitas fenap Selnd }nnhh w-; Fng
Mubcharuals Skir ki gcligal peiut slopas Lz
bruparpaan  de= keperioas-heperiioss  phak |=r|14l lurfut  duy
hepefusndcgeilas  oraganmng o yang o waiid e pail
FRTHTFI T

A] Susiu pefiptab labases pesdapatin esdgd heodailsh
menpindenp. setskal pang dibeis®o ok Meblameh pang messbual
periniah i, butir-tatir yang memgiin delaplam bagi maksad
mambidebies pesk kens funied B dibenall clab gy yang bagaing
permteh tu deralkan

i Susiu p P BenAgs winu apE-3pe
perotahsany Edu.hl-l:h ‘halah n'rllll ‘perkanthuass achinggs iy
sempeh wijub kel dani varidh o salmen peraish ive disamgelisn
bigmids (uamg vang b dlasew peeistab il Garelibai

Pl Susty perintah 1alanss pendipetin Meag Tesduklah
di
mmmhm kpudanyy jierbiren . prmbpican
BE (Ll Apsbils pstiy perivdsh tihanan pescdspaian tensgs diboai,
iﬂ‘:phmmuﬁﬂpmmmpq
nm_n-n'mmuuuhhmm;

membast sty poinish  Eshsnar
prﬂnpuu m.p.bnlr:'r;.'n dilikirkennys patil, stas pernoboman
pak bmA  GEriui  mww  iessoeEny . yeng  berhak | menerima
mwﬁhﬂﬂ mlhhplutﬂhln.ﬂ.
mambus susiy persiek  mdlegash K perniak
iadinmin posdipiLin g o
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bursah bh #F, mematuke perintah ming Sivkah He

2 rka bl by mesina, peendipalan benign ket
geheyar alew pibsk kens hesiul, wis dus seac labih periviah haran
rardapstan hosgs berkusioss herbubung dengan perdapatan
lenigs #u, meaie, bigl ekl semalchi Perindsh =i, magiban
el ahlaby -

in

masirg bila perisssh Hu mals ber TR

mmnpimbd b mensmons peringh ping kemsdisop

sehingge semus poinish yang dibals He ieleh selcssd
diakasaszan; dan

mAg

4 mezlaksarniha. midfa - Eana peziniah
braditmys soinb-olth perdspaten tersgn yung herisitan.
dengannsy e adsfab bakd daripedia pendepolan =nege plhel
keza raniut slapss membuei spe-ape pembeyanno 4 basak
Perimish i memyres mana-mara pernts yeeg deholanys

rudlpi.ﬂ . mEmDEr dalu pem di bewah Peristal
mi hendaklzh eemben kopads pihele kene unit e sst prasea
baziulia jurdal warg yang dbeyar bu

micrpdl majfibar pihak bens juras i, -Iu-l.-h.l.-h:lﬂ',-.q-rr.p
nerin memben nots beriulis menyaiskan demikan du dides herang
g ditslasian kepads Miklamas
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= Jitk FOVEMEER, 129

fe) Bestuh spe-apa -ilr.lﬂl::‘:l.'ﬂ mt:-hhdlh u-qb.l.t
dikstapkan, yang bakh dalus m Melaya,
hisd melaksanakan Perlaiah ind;

) membyal peaririospentirim don pemberi walinds
nlirean yang Stk el

(e} bayaran yang beleh dikenakon g vakoed maksind
15

Al Eukumss keran: melanggar atau Sdak  soembubi
schamng atman yang dibost 4 bewah Peripiah ini: dan

i peshara-periira lain bagli meisud melakanion
Paripies ink

144, 1| Mana-mena  perynlikes sty Wfslren  mans-crans
prunlakes i dalsm Feriniah i yeng berlowarsan dangan Hukus
Bpera’ acaleh thiak exh seinicdt mans is berbeaanan

|¥] Mhenpera spa-apa perhars yaeg Hdak diperuntuiion
dengan nyeta dalam Periniad dsh alan defam sdbarang shuran yavg
hﬂhﬂﬂhmmummumhhm ﬂﬂ.ﬂ?ﬂm

145, Serres abstn-aluran, pemicish, noth dan Baning ey
diiclusrian atem ditust 0 bewsh mbey menune Akt yiey
dimansuhkan nlzh Ferirish ini bendaklsh masih terae berkustinans
priakat mmna mnve tkak berwssan aipe Sdek dipandiksn cleh
peruntakan Perinini ind; sehinggs dibaializn simu digaatiias cleh
whuran slursn yang Silie) df bewah peranbacss Perirdak ink

194, Bahagian-duahagian V1, ¥, bbbk LTS 17 17810, LTE(E],
174 dan 181 dari Akbs Majks Dgema [shae din Mablersh:
BMahkarmab Faib ddalsh dengan inl Gesninklan

147 Bab & dari Akin Pemdedieoan Perkahwivan-Peckshwinan adulah
dipingds, o dalam corain |1, denpan memasukian ° selen der st
purkaliwisan 4 imins kodus Telih pihak pads msas perkalwinan
Lersebd mmm Isbam ™ dejums selees Wegara Bronel
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PART ¥
MANTENARCE OF WIFE CHILDEEN ANDOTHERS

Power of Court 1o erder salvieranie of Wik and ¢ oot of smirsee.

&L (1) Subjec: o Mdaw Sy, the Cnnet msy arder 8 bashand o per
mainisEiie o s wiie or fomier sife

{21 Subgert bo Heakvm Syare” mad confimmanan by e Cour, & wife
shall nor be 2etitled o maimensnce when she 68 nnous o U

refises o obey the lewfl wmbes or commmds of Der eedbomd
ineldbng —

vr) when she withlnlds b sssnciates with bo Tesbend;
fhai iy the lemves ber Inmsteml’s bome against b wishes; o

fer whien alie refises dn meve witli b i sk e o
Place,

weikou smy valad reszen inaceprdasee wiih fekun Spere |,

{3 When a wifr who is ssgnc fepenh and cheys the lmeful
wephies rod cormmands of ber lrcsbend, s o io b anaous

Ferver of Conrt to erder maluteraace of certain porsas

62wy persam wha, dee b incapaciiy or ill-health, = mabds o soma
liveEibood, may oe spghication 1o e ot obizsm amoeode apainst emeone
who iv pesporsibe by mansmng ke subssience s accoplace. with
Makeaw Sparn ', 10 bea Tioin 1o 0o Daie a8y rasichle cosls eefaling 1o
his nmemnee.

Assrzmmieal &l miinkenance.

&1, In detarminmp de amoant of amy aimenance o be pald, the Comet
shall base 115 assessment primmaly oo 1le mesns and needs of e partes, by

ieking W conndermtion the propechiczate enowmd of mumivmease
conpuned to the meome of the peran s when the ordes s made

B gy
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Power of Coart fo srder security for mdsiceante.

G, The Court may, wiven auanding mainieeance, order the person Bable
i pary (be mminiFnaRce bo secune the whole or aoy par of it by vesimg moy
progesTy i inssiees upon rust (o pay (e masntenanoe & pan ersal outol
the im0 nee o de property.

Sefliemenl of maknienance.

iS5 Ao apreessnd for e pevmio, by way of moses or other properly,

of » capnal sum in zeiilanet of all fire daims o otemnce shall zol
be effodive ool 6 hes e apprrved, with o withost conditions, by ihe
Couzf, b wihen so approved shall be a good defence o any clum for
WIS LS

Truratinn nf maisdsmance arder,

66, Exespd whise s painlensnee order o expressed (o be for sos shorbe
pevsed. o w5 revoked, and =abipect aoseclion 67, 4 mimlerange onder stall
wxpie op the denth of the persan aginst whem o m whose favour il was
meddz, whickeves is the andisr

Hight 1o maintananee af pomderian e diveroe,

67, (1} The nght of a diemecd wile e reecive malbienasce fhomn b
e bshand indir any ofdir of Cours shal ese on the expny of e
“iddak period ar when the o nwvs

12} The nghl af a divieced wale 0 eceive pewdersr fom b
Towmecy Dedboesd unuder an aprecmen slull ceicse on ey rIMAITT NG

FPower af Cssr in vary mainrenance ordors.

6, The Comn may o sy lime vary on nvoke & subsisling ssinieance

arder, whether secmed of mmseoured, oo the spplication of the persoa
npasst whom o m whese fevour 1Hwes mede, if 1Fis sehsfied thet the onder
wias hased oo any wisepresntation or mistake of o fest or where thee: his
been any material change in the corumstances,
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Pomor ol Coart o5 vary ngreements for malnemanee,

RR. Subjeri do section 45, @ Coirl may & my e oo e gppicslion
of the persop agamet whom or m ohoss fvenr @ metnienatice ooder 1=
mude, vary (b fems oF ey sgreemeni as bo the mmainlenamce mede babazim
busbesd and wate, i1l 15 stisized that there bas been amy matenal change m
e giwmwstnoeas,  nigwithiledeg avy  cuslvery provisson e
Aagrsaneal

Molmrenance: payabie under arder of Comrt imalle e,

T Miintensice paystis ooy eree urks sy onder of Cool shall
ol be gmpned, imaslied o lisble to e siindiel, soqeskired o kevod
upan, g or moregees] nf;, any des or dlaen

Hecivery ol arrears of maibraance.

. A1 Ares ol wmece nsitersdce slull he reovemhle 45 a et
fiomn, the dedmlizr and, where fiey pooroed dee before the making of a
recuiving carker agaimet b, shall b proralds mhin banknagicy and, where
iy acemiid v e s dearis. sBad e o deld pavable by Lis #srae,

[ Arers of wsscared menimmee el sccned due befane fie
deaih of the perann emtifled thoeta akall he recowerable 3 o deid b e
b sl nugreseniative of the peisan

Malsteaance of ik sl presesos o Courl

T [0y Any wile may, on appliceton o the Coon, obdam an omder
gt bey lsbend foe gy fom mne W oooe fa sy sl islsing
ta Fhe tisiniamee il shic ey e entifial Lk ceve o) apcordemaat wilh
Fliakray Seara

[E Aoy parson who bes beean divoroed by hor toiband ey, on
applization o the Cor, omm s onll againg Tt farmer lskand for
pynen! durng e sk penad, iof the divoeree is by prosismcenein of
S0E O T g ar duning ber penod of prepamcy with ker tomser hasband
.r:l:.u}'nm- ol sl e wh iy bo sesrled o receve e iy olher
reascnabie expendstare i sccordaes wirth HMukun S,

BERS 2380
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Istcriom i beE cbee.

A CLF Whene e Comn bosallshed that theie iz grodiids T v
] mnmitleemee, ¥ fiay mpke s oeter apsmal (le BT Toe pasomenl of
il minEEAnce 1o lake ausedkate effest wd 0 be 1o foroy mol an
oider is made o the application for maimlienmee.

(2} The s may adjst (he intrim maiienane pasl i
thhe amont ardersd 1o be paid for massesance ander de ordar.

Rlght by dcenmmlaibse

T (1} A dlivorced wonmn bas (b gl 8o alay e the hane whoo b
used 1 live wiken) she wia marned, for so long oo e ushand iy ol sbde fo
gl ather sunighle socamnodation {or bex

(2} The mipht s see esrmdsnesn presided o sibaeeses (15 gla 1l
pease —

dul A0 wiah perid |ms expiied,

Ak Al the period of griasd b of T claldem hes ool
de AT wsmiom liss peinarnied wiilidnode maal o

dat Al e womm L conmnatad suy immoral ac fdkiepmby,

aid thetepon fhe Iresband muy apply to fhe Codn for (e Tefmmn of e
liome in bess

Doty te madnisls children.

75 (1} Eicept wheie m mgreabesl o odes of Coml oderwios
v, o aball be the diey of 0 man 10 msstam hs dhilden, shatieror
finl Sy b 6 his cesfedy. wither by previding thed wafh ancth
wecnundation, coling, lod. medicd atestien ad edoztion s aw
rensonalids having regeml & oy means and sindis in Bfe orby pavng e

Cosl
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121 T as alisreanin o sl be die duby of @ peson balile ude
Fabiw Syera ', 0 masiale of conmbrte oo the meinterance of children o
sty Pt 4 dlww] i Lot wdmndbeints a unlorsn or € aod oo T o b
s umable i msniain e

Puwis af Caail o ehide mialElcaine: fof el

T (0} The Coant mey o s tme ondes @ men io pay. e nsee oo
s bene it of ey o b obuldren -

fd B haish pefased o e lecizd 1o peisoiably provides for his

i o e s desenell s weilie and e chibdis o ber come:
el penilmg the omoome of sy meranoibl proceslngs: o

fey wien mekng o sidseguent o e kg of o ouder
placing the child m the cnsiedy af mny other persen. :

(51 The Cann shall bave e sme power 0 el 8 poson bable
umder ko Syvea " 1o pew ar coniribaie towards e mantenanee af a
clalid if it s splpslion] thed lovmg repad o s i il 1emcmhle o
mmke ukh opfm

(1 Anopder undey ausecion (1) or (21 oy divid prvimel 1o s
porsom having care or ousbody and controd of the chibd o bo de Tunecs o
i chikl.

Trawer af Caunt ta srder seosMy for maintenance aof a chilif.

7% The Conrt may, when edenng the gaymenl of nmsiemmce L e
beneli of aoy clild, onda ihe prrson liobls G pay die salsicssio: i
secure e whale v amy part of if by vestng a0 poopety i thesless upon
tred e pay (be seembonnece @ e thenasd eut of the insmme from The
Py,

ERSLERRL
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Pawer of Courd fe vary ae revoke order for cusiody o malntenssc: of
il

T, T Coun may at asy ome, om the sppliestion of mry iniemsied
(R, Vary of fevol sy ander G the cirsedy of isilcaance o ciil il
it v satinfied idat the order was ased on any mésrepovsentsion or mistke
ol Teat o whisge Wi hies Teiish agry paRnegial chanpe il Ml cECipraEee:,

Pavar af Cear i vary agreemosd for cusisdy o mafwienasce of chlhd,

T T Coda ey L iy lioe vy ihe et of ey gl relaog
1o the cnswdy of mainbemmce of 1§ chold, erevilsnndiog oy cowdmry
foension i the spresent, iF o6 sticfisd thet i eosoaabls and for the
walfarw of e chilid e sn

Bozavery off sivears of malsienane of childd

B Secoow 71 shall apey, wrih sonebde varwmions m acoerdeace vt
Tk Sware”, 10onbers for e peymeni of malmemnce [on ik henelitala

hary 1o puaEnistn child acospied a5 member of Camdy.

. (11 Where a peron b accepied a child wise = ot b child = a
mrzcler od s Canily, il slall be ks duiy w0 manlan te oild while he
remnns 5 chald @ far as the parie of The ohild fal in @ an, and 1he Cosprt
may make such orders a may be pecemary o sweure the oelfire of the
lull

(21 The duty noposed by subsschiom (1) call e2ese if d child =
tnken hack by sther of dee chald's urents.

[3) Any sim ecpended by 3 prans o mosboing 8 culd s
requined by subsese o (1) shald be psooverabile is @ debit fouthe fasher oo
e al e 2lakd
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Dwratan of malutensance srder &f ¢hibil,
. Fungl—
fa¢ i 0 maiusumee onler of o S8 i exprasnd 1o be Ty
by perinl,
iy ey ok ader s been sevolied, of

o) of any such ender = made m fveour of —
(1 o fuaghser whio b o noil, of

huld of gl
(i) a F:},h'nb:r tmm L

&Eﬂwﬂﬂﬂihlﬂﬂﬂtw the child aftens (e g of 14
veurs, bm the Com may, an watizn by the cnld o0 sy othe
porsom. edend dhe mainorneaee: ¥ pever sy b pomied 58 i
ﬁhiqmmﬂﬂehd&&:lljhihm [oerilier o higier edisation

o
Trety e mainiain ilegitioaie children.
B3 (B} 10w wimndn ceplecis o sillises lo e ke illegitieale clnld

whe 5 bl o mamisin himself other thee o child born & 0 resal of
g, e T Ty, upen dud ool ihersad, onder bir o ek such
EATMeTAnGS w8 i hinke ressonshile,

(1) Mabrerance mder this s2ction shall be payable o the daz
of coumsencerem of the pegles vr pefoand ' mmmen o Gom sk e
daie as wary e spezifiod in Be el

Power af Comri o maks aiiachmesi of serolngs oeder,

B (1) Mobeitheading conleey provoiop i mry smicn e, e
{Coart oy, on i applizamen Of A PErsan im whose Evour J manienace
cedor wan made o ke puardien of 2od peron, meke s sacomnd ol
eamnings ooder if il lhinks sessmabde fo o o

ALH &
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€26 An epplicetion for an sstachment of memings aoder oy be
winche duriip o hessing where 2 mainionmios onder (s lesinge applied oo
axy subseqeent hearmgs.

Mature of siischmeni of earnimgs order,

B (1§ An stsclmend of sammps ander shall egpeee the peesn
wihiomn thee apdar (s diresied, Being o pemeas whia w the spinisn of e Comr
15 the employer of the defendart. fo make peyments to the party making the
£ b Eronn B earmings ol e deBeaabiml, in milislecBoms o he -onder

(23 The oo o be prescribed oy i oftneisment of sarrimgs orger
slall be mech wom e e Cone ks ressoneble sy tskang isio
cerridmibon B o ssd nends of the Selnubaut snd G deed ol e
peraoie for wihons e st or showk] Eroveds.

3 Am alisdiment of carngs i@ chell comiam. s fw es deey
&2 ksoorn dn the Conn maksg de onder, such pegieulars & sy be
prescribed for the purpose of eabding fae defemdan o e identified o the
[reTsasii b Wisoi Che otddy |s disctal

(4§ An amachness of earmngs onder or any vananos iherect shall
nof gomrmemcs tmidl The expieation af 7-days fem Ge dale whes » copy of
thic mider b sovid um e possn o whomn e odes 1 disccicd.

(5) An amachimeni of emisngs order shall fesignme the officer to
W e payesents inder e ooder e o be i,

Eifeci of attachment ol earslegs srilur.

B&. (1 Whes en aflschiodil of awmigs osks Boiode, A1l otk
procesdemes for the enforoement ofthe refned muntenmsce ander winch has
i before the meking of S imachmens of stmigs ondes, ihall he

siispeidel

€2y The Cowt whch bas made an sisschmer of samings orfer
iy, oy The applicatsem af (he defepiel or o e cliflal o ojeecke
pavreses unider the relied mamenance coler, makes s order o dischargs
nrvary the stbclment of comimgs redec
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nwﬂmm-lwhlumﬂnm“u'
sarnings anler,

A7 () A persen 10owkom an ARschousl of camibogs onder i Sneial
shnll, mberthstandrie amydiing moany ather woiien low bui subject o the
provisions of this Act, comgly wiib the eoder or, 6f the omder is subsepenily
wamierl wrpber secioon B8, comnply wily the ovdcr s vanied

31 Wheve ol miy tine whies eemiogs aie b be pusd by o defandal,
flese i 1 of moee Aachmes of sannigs oles m fece do rekded 1
those earmdags for the porpose of eoogrhvig wsh this Ses, 1the snploye
shall

g cmny oul ke ordes secunhng fo the sespeciree dabes of
ihyetr g opumencenenl Erepective of noy loter ooder uotl all sariier
oatler s Indery sl il el

by ey eul may lefm ocder mnowf the cemmps o whech ol
e lalen ane Bl bakamce of e delfmdan! s dvommies il making my
payraeat e tiis ACt in gursnaee of mry calier codes.

(3 An empioer wha, @opraEnce of S0 eiechimend of Seriips
OpthT, MR 3 pArmeni nde e AT shall pive W The defendsana
sEabernenl o wrkmE specifying e amomd of tal pryment.

M) Whee o per=on b0 wham mosHckmod of crmegs onden is
diected b ool bwem e defendmt’s smployer of my tps durmg (he
perind ol aie meard immediarely proading the Sile ke was savad wib (he
ceda, e oaball Gotlvawilh ghve uoloe oo wrimg o (bl ellset o e
peescribed fum o e Com

FLRR ]
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